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KATA PENGANTAR

terselesaikan.

Renstra ini merupakan implementasi dari RPJMD yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
dalam Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk
memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau agar kebijakan yang dimaksud

tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kami mengharapkan Renstra ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sehingga pada saatnya

nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran, masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya
pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah di programkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau ini dan atas

bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra-SKPD inj di ucapkan terimaKasih.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdaygan-Pe empuan dan Perlindungan Anak
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BAB I
) PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau meliputi: (1) Persiapan Penyusunan

Kabupaten,
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Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memiliki kedudukan dan fungsi yang
sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima
tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, baik
evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
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1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138
Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia
Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182
Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran
Negara Ri Nomor4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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12,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32,

B3

3.

35.

36.

37.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:;

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
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38.

39.

41.

42,

43.

45,

46.

47

48.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 3);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perkembangan Penduduk,
Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Kependudukan
dan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
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2) Mewujudkanprioritas program
berdasarkankebutuhanpemerintahdanmasyarakatdalammeningkatkanpelayanankepada
public di BidangkeluargaBerencana,
KeluargaSejahtera, PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak,
sehinggaterjadikeseimbanganantaraperencanaanstrategisdanperencanaanopersional.

3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang merupakan
dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Berau tahun

2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Memaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika
penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau
Memaparkan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau, sumber daya Dinas P2KBP3A,
KinerjaPelayananDinas P2KBP3A serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas P2KBP3A KabupatenBerau

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Memaparkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, telaahan Renstra
Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
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49,

50.

<y

52.

53.

54,

1.3
1.3.1

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-
010/BS/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor
212/PER/B1/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Tahun 2015 s.d 2019 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga
Berencana.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau (RPIMD) Tahun
2016-2021;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten BerauKabupatenBerau;
Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(P2KBP3A) Kabupaten Berautahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebagai penjabaran dari RPIMD

Kabupaten BerauProvinsi Kalimantan Timur.
1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten
Berau sebagai berikut:

1)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam mendukung Visi dan Misi kepala
daerah
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Bab IV

BabV

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu
Strategis

Tujuan dan Sasaran

Memaparkan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau, strategi dan kebijakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Strategi dan Kebijakan

Memaparkan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau, strategi dan kebijakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Memaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD
Memaparkan tentang indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIMD.

Penutup

Memaparkan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS P2KBP3A

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Berau, dan Peraturan Kepala

daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai
berikut:

a.
b.

Kepala Dinas

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan, membawahi :

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga
Berencana;

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi:

2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

3) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga;

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;

2) Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender:

3) Seksi Bina Organisasi Perempuan.
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g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
1) Seksi Perlindungan Perempuan;
2) Seksi Perlindungan Anak;
* 3) Seksi Tumbuh Kembang Anak.
h. UPTD
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah
sebagai berikut:

Gambar 2.1 (Struktur Organisasi)

KEPALA DINAS
. _ I ]
1
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
i
| | 1
SUB BAGIAN 5UB BAGIAN SUB BAGIAN
v PENYUSUNAN PROGRAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN ASET
i [ [ | |
. . BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
. PENGENDALIAN ' '
PENDUDUK, PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN
AN PENGGERREAN KESEIAHTERAAN KELUARGA PEREMPUAN PEREMPUAN DAN ANAK
. J L | L |
SEKSI SEKSI SEKS) SEKSI SEKS!
— ADVOKAS| DAN DISTRIBUSI ALAT 0AN [~ [  PEMBERDAYAAN KELUARGA KUALITAS HIDUP — PERLINDUNGAN
PENGGERAKAN OBAT KONTRASEPS| SEIAHTERA PEREMPUAN PEREMPUAN
SEKSI SEKS! SEKS! SEKSI SEKS]
| PENYULUHAN DAN | L PERAN SERTA DAN L L
PENDAYAGUNAAN JAMINAN PELAYANAN BINA KETAHANAN PENGARUSUTAMAAN PERLINDUNGAN ANAK
e S A Aa ke KELUARGA BERENCANA KELUARGA P
SEKSI SEKSI SEKS! SEKS! SEKS!
—  PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBINAAN KESERTAMN  [= = e BINA ORGANISAS! = T G o
: DAN INFORMAS| KELUARGA KELUARGA BERENCANA PEREMPUAN
UPTD
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2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan
Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja,Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala
daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan,
mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan
mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan
kerjasama dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Berau lainnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi

penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan
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administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas
dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan
administrasi penyusunan program pembangunan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data,
mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas.

e. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan
administrasi dan penatausahaan keuangan danaset Dinas.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang meliputi advokasi
dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga
berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

g. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan
dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan di bidang advokasi dan
penggerakan.

h. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang
penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana.

. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan
informasi keluarga.

J. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang keluarga berencana yang meliputi
distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jaminan pelayanan keluarga
berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.

k. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di
bidang distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon).
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I. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di
bidang jaminan pelayanan keluarga.

m.Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di
bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana.

n. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina
ketahanan keluarga dan bina ketahanan remaja.

0. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.

p. Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga di bidang bina ketahanan keluarga.

g. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tuga pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang
bina ketahanan remaja.

r. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan
yang meliputi kualitas hidup perempuan, peran serta dan pengarusutamaan
gender bina organisasi perempuan.

s. Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang
kualitas hidup perempuan.

t. Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan
Perempuan di bidang peran serta dan pengarusutamaan gender.

u. Seksi Bina Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang
bina organisasi perempuan.

v. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesejahteraan
perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan, perlindungan
anak dan tumbuh kembang anak.

w. Seksi  Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di
bidang perlindungan perempuan.
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X. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang
perlindungan anak.

y. Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bina
tumbuh kembang anak.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Berau Sebanyak 68 Orang termasuk tenaga honorer. Di lihat dari segi pendidikan,
jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau terdiri dari 27
orang SMA Sederajat, 3 orang D3, 34 orang Strata 1 dan 4 orang Strata 2
selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumiah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BerauTahun 2017

(Per April)
Tingkat PNS Non PNS
No | pendidikan L P L p | Jumiah
1 SMP Sederajat 0 0 0 0 0
2 | SMA Sederajat 12 8 4 3 27
3 |D3 1 1 - 1 3
4 S1 12 20 1 1 34
5 [s2 2 2 : : 4
NE S I I 0
, 27 31 5 5
l Jumiah 58 10 68 |

Di lihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau tenaga klasifikasi Magister ( S2 ) sebanyak 4
orang (5,8%), tenaga klasifikasi Sarjana (Strata 1) sebanyak 34 Orang (50%),
tenaga klasifikasi Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 orang (4,4%),tenaga klasifikasi
Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat sebanyak 27 orang (39,7%) . Di lihat dari
tabel 2.1 diatas, hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber
daya manusia yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau umumnya pada
tingkat pendidikan sarjana.
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Dari 68 jumlah Pegawai yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau
terdapat 12 orang pegawai yang berstatus golongan II, 38 orang pegawai yang
berstatus golongan III, 8 orang golongan IV dan 10 orang PTT/Tenaga Kontrak
selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017

(Per April)
No Golongan L P Jumiah
1 | Golongan II 8 4 12
2 Golongan III 14 24 38
3 Golongan IV 5 3 8
4 PTT/Tenaga Kontrak ; 5 5 10
Jumlah | 32 36 68

Jika di lihat dari tabel 2.2 di atas dan di lihat dari Struktur Organisasi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau (Gambar 2.1), jumlah pegawai khususnya
untuk staf masih sangat kurang. Pada Struktur Organisasi Dinas PPKBP2PA terdapat
lima Bidang dan satu sekretariat yang masing-masing Bidang membawahi tiga Seksi
dan tiga kasubbag dengan jumlah keseluruhan Seksi adalah lima belas Seksi dan 3
Kasubbag, setiap Seksi dan Kasubbag hanya memiliki satu staf seharusnya minimal
masing-masing Seksi dan Kasubbag memiliki dua orang staf.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)
Sarana kerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong
cukup memadai, hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016

i Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana . Jumiah —‘
Baik Rusak
1 2 3 3 -
1 Meja Rapat 1 1
2 Kursi Rapat 48 48
3 Sofa 1 1
4 Jam Elektronik 2 2
5 Lemari Es 1 1
6 Televisi 5 1 6
7 Dispenser 9 9
8 Laptop 31 31
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No Jenis Sarana dan Prasarana Eancs Jumlah
Baik Rusak
1 2 3 4 5
9 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 1
10 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 1
11 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II1 1 1
12 | Papan Nama Instansi 14 14
13 Neon Box 1 1
14 | Lemari Kayu 2 1 3
15 | Bangku Tunggu 1 1
16 | Meja Biro 20 20
17 | Kursi Kerja 4 4
18 | AC Split 10 10
19 | Kompor Gas 2 2
20 | Magic Jar 1 1
21 | Wireless 16 16
22 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 16 16
23 | Spring Bed 3 3
24 | PC Unit 15 15
25 | Printer 39 39
26 | Kursi Rapat Ruangan Data 40 40
27 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon I 1 1
28 | Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 11 88
29 | Mesin Ketik Elektronik 5 5
30 | Filling Besi/Metal 3 3
31 | Overhead Projektor 1 1 2
32 | Hardisk Eksternal 1 1
33 | PetiUang 1 1
34 | Note Book 8 8
35 | Mesin Hitung Manual 10 10
36 | White Board 4 4
37 | Tabung Gas 1 1
38 | Alat Dapur Lain-lain 2 2
39 | Camera Video 3 3
40 | Keranjang Sampah 6 6
41 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II1 1 1
42 | Mesin Ketik Longewagen (18) 5 5
43 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 4 4
44 | Rak Kayu 1 1
45 | AC Unit 1 1
46 | Kipas Angin 6 6
47 | Unit Power Supply 4 4
48 | Handy Cam 1 1
49 | Stavol 16 16
50 | Personal Komputer Lain-lain 19 19
51 Keyboard 1 1
52 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain 6 6
53 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 4
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

rNo Jenis Sarar;a dan Prasar.;ma honals Jumlah
o Baik Rusak
b 3 2 3 4 5
54 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf 21 21
55 | Compact Disc. Player 1 1

Di lihat dari kondisi pada tabel 2.3 di atas, sarana kerja Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau tergolong cukup memadai. Sedangkan untuk prasarana Dinas
PPKBP2PA Kabupaten Berau, jika di lihat dari jumlah pegawai dan struktur
Organisasi Dinas masih belum memadai di karenakan Kantor Dinas P2KBP3A
Kabupaten Berau masih menggunakan gedung terpadu (1 atap) yang luasan ruang
kerjanya antara Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi masih menjadi satu dengan ruangan
kesekretariatan yang membuat orang tidak dapat membedakan masing-masing
bagian dan mengakibatkan tidak optimalnya pada pelayanan publik.

19



0¢

ueuesueuad ueedenepusw
001 00T | 00T | 00T | oot % Suek uvsesayay] veqioy | 01
Fyeuy vep uneduwaa ] vednyer)
UBYEIN[IY] /eSa(]
oot oot | oor| ogor| OOt % denos 1p edrenay onpy Be] | 6
weuoju] ueerpaluad vednye)
ﬁiﬁa_ﬁmmE
uepunuad mynusuw
0 oE o o % b yun sdasenuoy| 1eqQ) i
uep Iy ueepaduag uednyen)
(Cg>Idd) ¥sacT gl ewquuag
1 oot 001 ot oot i murquiog sedniag onvy | -
— L (er1d/eid)
51’0 =i =1 =1 o % o> ynniua g oney 9
; . ; : € — 39q vl §y[dd ) Boddue
08's9 00T | Ob'06 | 2826 | ZZ'68 | % FUSHENE s S
: €1 — 399 (@ig) vy
0L'68 o8 o e - i vdienpy] vng woddue vednyery | 7
; ! ’ : paaN pauwun)) wnuadiol yepn
20t 8 | 9gtT | TL%T | 90'sr % ko i et G ikt | &
‘ ; ’ P Jayy gy waesad
86°0L 8 e 1 88 200 i peluaw g [ vereses uednyen £
; unyel () BIsn qeAeqip
60¢C ¢ v 3 . % vhuwisn Sued g g vednyery |
prps P10z £10Z ZI0Z | ST0C | YI0Z | €10Z | ZTOZ | ¥TOZ | STOZ | YIOZ | €10 | TIOZ | TYOZ
= -y unye] -9 unye] eped - ..J!.»-Hmulaﬂ uenjes eliaupy Jogexyipu] ON
ueiede? oisey ueiede)) jses|jeay yeiseq 1ejbueiad ensusy ebie)

STI0Z - 1107 unyepnesag uagednqe)] yeuy uebunpuijiad
uep uendwaiad ueeAepiaquidd ‘euedualag ebien|a)y HNnpnpuad ueljepuabuad seuiq ueueiepd elisuny uejedesuad

v'ZisqeL

neiag ‘qe) yeuy uebunpuljiad uep uendwalad ueeAepiaquidd ‘euedualag ebienja)y Hnpnpuad ueljepuabuad seuiq ueuelejdd eliduny g€

| nelag usjedngey yeuy uebunpuiped uep uendwaiad ueelepiaquiad

LZ0Z- 9L0Z | ‘eueouaiag ebienay Ynpnpusd uel

epusbuad seuiq sibajely

"

S eueduay




€

seue uep vendwaio | Beg
ueduenwa g ueueley vednyen

91

00T

:HSJ_‘_.TW.

uvenjueq ueuede] uvepedepuow
Suek ueserayoy ueqioy

yeue uep vendwazod vednye)

ST

00t

yeue uep uendwasad

depeysar uesesoyay snsey-snsey|
sere ueppeduad vesmind redwes
uBppIpAUS Jexdur ], ep
wmynij veyedouag uednye)

1

%

yeue uep uendurid

depeyao ueserayay ueqroy yeuy
uep venduwaiad Seq ynepy
ooy veSwquirg sedniod

Yoo uveyuaqip Sued ueyoy
uedumqung veuele] uednyen)

€T

u vuelepag pun) wepep

1P UBSEINNDY UBQIOY] Yeur
uep vendwaiod 1Beq ynepn
[ersos iseypiqeyay sefmoad
yojo ueyaaqip Suek [ersos
senjiqeyas veuede] uednye)

(4!

SUPIM / Ldd WP V /BN
vuesyepe | ndwepyy sewsaysn, g
P YUEPEI ], Ujeyasaty

EFeUD ] 1[0 UBIBYISIY]
ueuelep | uepedepuapy

Fuek ueseIdyay[ uLqIo O3]
yeuy uep uendwarg vednyen)

4

npedia weuedeppd o) wepep p
ynepay sesmad yojo venpeduad

910z

STOT

vioz

E€T0T

(41114

10T

PI0T | ET0Z | TTOT

TT0Z

ST0T

YI0T | £T0T | TTOT

TT0Z

-2y unye] eped

-2y unye] eped
uejede) isesijedy

-3y unyej eped
yesseq 1eybueiag ensuay yobiey

uenjes

efsaupy 103expuy

ON

uejede) ojsey

1202Z- 9102

.

¥
»

'
i

‘eueoualag ebienjay ynpnpu

nelag usjedngey) deuy uebunpuipad uep uendwalad ueelepiaquiad
ad uelepusbuad seuiq sibajens euesusy




(i 4

68'28 6v'ZL £€7'88 £6'L6 79'66 00T'6£0°S18 008'00£'662 050660892 058’85z ZsE 000°028°66 00Z'60¢'€86 000'6bb'ETH 000'598'E0E 000’65 '65€ 000'000'00T UeYeuRsaY WeiBold : g
p— — 06’66 29'66 —— 000'96Z7982 0087255'89 00b'224'602 0/6'950°6¥Z | 006'ce8'T61 000'000'0€S 000°000'052 000'0007042 0007000'052 0000007002 isdasenuoy |
ueueAefed Wwetbosd | /
o p— — 1556 R ¥9/’£02'€9Z'T | 000°018°029 00Z°e/£'ZZe’T | 000°08S'6ES'T | OTO'OHO'ZES 000781Z'€54' | DOD'OTE'Z6S'T | DOO'SER'2HZ'T | 0D00'SZ0ZT9'T | 000'8lb 6l euesUalag _
ebieney wesboid | g
uebuensy ||
en P 1158'67 008246 PR P PR PP ooy Fiac uep eliaupy ueiedes |
— 00°00% P 95'66 00001 00S+50'56 008'666'62 00 08'8L6 00000062 000°000°00T 000'000°0€ 000'000'0€ 000°000°s 000'000's2 uesodepd wasis |
uebuequisbuad |
ueieybuiuad welbold | g
P s ) ' 6T'E8 i ", N N " i ' i " " i 7 ’ " Jmesede m.am“. I
i _ o~ e p—_— (441374 00b'€64 60T 006 £ 000'525'86 000'sE2'EL 000'000'08 000080181 000'000'98 000°000°00T 000°000°S2 saquins seysedey |
ueleybuad wesbold | b
N - ) - - - 000'ETT'Sh 000076 %5 - Imeedy uidsia |
io/A1Q# Idisi
i0/AIQ# | i0/AIQ# | iO/AIG# | OT'T8 /A1Q ueserBuILad Weiboid | ¢
500001 trmot ‘000°ST o1 " T - - W B Jmeiede |
o0:06i e HoOBT o286 io/aTas | 000'000°00 000°000°0S 000°000°s 000'0T+'6Z 000°000°00T 000'000°0ST 000°000'ST 000'08+'62 eueiesesd uep euees |
ueiebuiued welbold | 7
tepe ! tarafcatit | LrrisnTt P— P PR PSS 1ey 754 ey at P uesoyuexiad |
ey i 10°66 SEvE e EPZ'E0Z'PBL'T | 246'919'69T°T | HIT'L0T°208 G98'626'6bS 8Z0'ELZ'L8S 008'ZLE'8TT'C | 000'€0C’€9E’T | 000'8/2'S88 000'6+8°18S 000'¢90'2T9 sensiuIpe |
ueueAelad weibold _ 1
S10Z ¥y10T £T0Z zi0z T10Z ST0Z ¥10Z ETI0T Z10T 1102 ST0Z v10Z €102 Z10Z 102
weiboug oN
@) unye] ueieBBuy uep isesijeey BIEjUR OjSEY -2) unyey eped ueiebbuy isesijesy -2 unye) eped uesefibuy

STOC - TT0Z unye}
nelag uajednqe) yeuy uebunpuipad uep uendwaiad ueelepiaquiad
‘eueouasag ebien|a)y Hnpnpuad ueljepuabuad seuiq ueuehejod ueeuepuad Isesijeay uep uesebbuy
SZieqel

‘elep eAueipssial yepn eusey Bunyy ipjedep yepy eliaury Jojeyipur uereded emyeq inyeRyip jedep 'z [9Ge) ueyiesep.Iag

“UESLINDY UBQIOY |
00T yeue uep wendwoadg Weq [Esog | /1 |
seadojury ueuede | uednyen) i
w
UBSEINIY] UBQIOY] _
910z ST0T 10z £10Z TI0Z | STOZ | ¥T0Z | €70 | TFOZ | TYOZ | STOZ | ¥FOZ | €T0T | ZVOZ | TT0C |
o) unye] eped -3y unyej eped -9y unye] eped uenjes ef1aupy J03expu] ON
uejede) ojsey uejede) |sesjjeay yeiseq jejbueiad ensuay jabiel |

nelag usjednge) yeuy uebunpuipsg uep uendwsiad ueefepiaquad

L202- 9102

»

¥
»

‘eueoualag ebien|ay| Ynpnpuad ueljepusbuad seuiq

v

¥
"

sibajens euesu

a9y



14

0% 69 Ipelusw ueuninuad

nwejebuaw ueseBbbue uep Isesijes) eiejue Oises GTOZ — £T0Z unye) eped unweu 9% 06 lededusw €10Z-1T0Z unyey eped uesebbue uep Isesijes.
eiejue ones undepe G107 — 1702 unye) uep uelebbue yejwnl ueyeybuiuad jedepia) eAusesaq sueb eiedas emyeq Inyeisyip jedep G 7 [9qe] ueylesep.lag

| vo's9

¥9°'19

P06

£0'16 obr's6 6EL'99p'EL2'TT | TTS'9S9'TTL'6 | 6EL'86E°4SZ'0T | TSHSTS'984'8 | 88L'TIT'0ER'Y | OSH'6H0VZSLT

000'£16'/92°ST

000++8'SPE'TT

008°€84'259'6

000'90'€90'S

unyeyad / yejng

i0/AIQ#

000

i0/AIO#

ENTYA# | i0/AIQ#

000’018'98%

000'009'60S

Seuy UBp Japuan
ueewejnsniebuad
ueebequispy
uejenbuad welbolq

LS99

16Ty

LE'ES

* 4 12 1 , i 4 i i 4, 1, 1, 7 (]
pb'ss z2°96 005'90£°260'T 00t'S64°L8T 009°LbEEET 00S°ZkB'TIE 006'9EE ¥1T 00S'8SE'THI'T

000°05£°0£9

000'sTE'SPET

000'000'59¢€

000'000'0ST

Yeuy Uep J1apuan
ueewensniebuad
ueebequajy|
ueyenbuad weiboid

o1

ST

66'05

TT°19

91'96

00£ ‘819252 000'6£8'THT 00£‘EP0'9ST 006'804 (P 0001166 0009k 'S6F

1§64 r1°66

000°054'S6E

000°0£2°992

000'000°09

000'000°00T

uendw2iad uep euy
sejifeny) upeybuIuad
useligay

ueiseasay weibold

jd)

9S'EL

L5'89

¢ ¢ 4 i i 1 i, U i, 4 i U 4, i tl £ i 4,
+8'96 65°86 0T£9FT0ST'9 0SEPZL'09C'9 | GLB8'896'6K6 9 LOT' PP T69Y | 0S0'89S'+P0Z | 0S6'HB8'09E'8

000°06T°0ET'6

00014027982

000'19F 8"

000°000'8£0°2

ueunbuequiad Wejep
Japuac) ueeieasay|
uep ELRS Lelad
ueleybujuad weibold

£7

00°LL

L9'9%

68

0ST'Z1E'S5€ 000'000°6E 009£9¢ '8k - 000’04k 'T90

io/AIG# | io/AIG#

000°000°54

000'S60°%S

uendwalad
uebunpuipad

uep dnpiH se3ijeny
ueipbuiuag wetboid

iofA1IQ#

L1'9€

i0/AIO#

i0/ATG# | io/ATa# Q08 9506

000°000°0SZ

Buig eulg yodwop@y |

Buidwepuag ebeus|
uedelAuad weiboid

;N ﬂ

3

i0/AIQ#

io/A1Q#

i0/AIQ#

8£'86 1866 - 00k'9/97098 006'88Z'LT6

008'606'088

0007225826

1219
uejieqiad wesbold

i0/A1Q#

ET°6E

r9°56

002'£9€°L0T 009°0Z6'84 =

io/Ala# | i0/AIO#

000'SLEvLT

000'S15°28

WM Duijasuoy uep |

ISBULIOJU] uBURAR|2Y
jeSNg Uebuequiabuad
weaboid

ar

eleway Isnpoiday

S10T

10z

£10T

(414 1102 ST0Z v10z €102 zZ1oz 1102 S10Z

vioT

£102

10z

102

-2) unye uesebBuy uep isesijeay BIEIUE OjsEYy

-2 unye eped ueseBBuy [sesjjeoy

-2y unye ) eped uesebbuy

weiboid

b202- 9102

.

'
-

nelag usjedngey) yeuy uebunpuiad uep uendwaiad ueekepiaquiad
‘eueouaiag ebienjay Ynpnpusd ueljepuabuad seuiq sibajess eueouay

o
»E ' »

v




Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Beraukurun
waktu tahun 2011 - 2015 , SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan
SPM terpadu Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di
Kabupaten Berau adapun capaian kinerja diuraikan sebagai berikut
1. Pelayanan KB

1.1 Grafik 2.1 Persentase akseptor KB aktif

Buat grafik berdasar data akseptor KB aktif dari tahun 2011-2015 kemudian di
analisa kenaikan dan penurunannya ............... Mohon penyelesaian dari bidang
KB

Data yang ada

% Akseptor KB = Jml.Akseptot KBx 100%

PUS
Tahun
Uratan Satuan o511 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Iml. Akseptot KB Aks 24.166 | 25.471 | 28.162 | 48.126
Iml. PUS PUS 35.637 | 37.720 | 38.718 | 44.471
% Akseptor KB % 67,81 | 67,53 | 72,74 | 6812

1.2 Grafik 2.3Cakupan peserta aktif KB Pria

Buat grafik berdasar data peserta aktif KB Pria dari tahun 2011-2015 kemudian
di analisa kenaikan dan penurunannya .............. Mohon penyelesaian dari
bidang KB

Data yang ada

% Peserta aktif KB pria = Jml.peserta aktif KB priax 100%
Jml. Peserta KB Pria

. Tahun
Ursian Satuan 15611 | 2012 [ 2013 | 2014 | 2015
Jml. Peserta aktif KB pria | Aks 1 24.166 | 25.471 | 28.162 | 48.126
Jml. Peserta KB Pria PUS 35.637 | 37.720 | 38.718 | 44.471
% Peserta aktif KB Pria % 67,81 67,53 72,74 68,12
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2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama
yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan
angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG
berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara
membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG
dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin
tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian
nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG menurun di
tahun 2014 di bandingkan 3 tahun sebelumnya dan mengalami sedikit kenaikan di
tahun 2015 :
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Grafik2.5 Persandingan capaian IPG Provinsi Kalimantan Timurdengan
IPG Nasional
Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Dilihat capaian IPG kabupaten kota Berau menunjukan terdapat kesenjangan
antar kabupaten kota. Kota Samarinda merupakan kota dengan IPG tertinggi
sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara Ccapaian IPGnya rendah. Selengkapnya
dapat dilihat pada gambar berikut :
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IPG 2015
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Grafik2.6Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan
Timur dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional,
Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur,
Kabupaten Berau menunjukan capaian lebih bagus dari Kutai dan Bontang, dan

Kabupaten Berau berada dibawah Kutai Timur. Selengkapnya dapat disimak pada
gambar berikut :

IPG 2015
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Grafik2.7Persandingan capaian IPG Provinsi Kepri dengan IPG Provinsi
lainnya dan IPG Nasional.
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan
serta penguasaan sumber daya ekonomi.
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Capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada
dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan
pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2014. Penurunan ini antara lain
akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta
kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang
mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat
dlihat pada grafik berikut
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Grafik 2.8 IDG Provinsi Kalimantan Timur 2011-2014
Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Kabupaten Berau, maka
kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kutai Timur, Kutai,
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau memiliki angkadi bawah 60. Bahkan
Kota Bontang hanya 45,85. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah
perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :
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IDG 2015

Grafik 2
Sumber ;

.9 IDG Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota 2015

BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi Lain, maka nampak posisi provinsi

Kalimanta

n Timur berada dibawah provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah,

Maluku, Jawa Tengah, Riay, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Kep. Bangka

Belitung.

Kalimantan Timur lebih bagus dari Papua Barat. Selengkapnya dapat dilihat

pada grafik berikut :
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IDG 2015

Grafik 2.10 IDG Provinsi Kepri dan Provinsi Sekitar 2014

Sumber :

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.
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3. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
Buat grafik 2.11 berdasar data Jumlah kasus yang masuk dan Jumlah kasus yang di
tangani dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kasus tertangani dan tidak
terangani ............... Mohon penyelesaian dari bidang PA

Data yang ada

% Kasus yang di selesaikan = Jm|, Kasus yang ditanganix 100%

Jml. Kasusu masuk

| L Tahun j
Vil SaWan oot [ 2012 | 3053 | 3014 2015
Jml. Kasus yang ditangani Kasus | 24 33 36 30 54
Jml. Kasus Masuk Kasus ’ 24 33 36 30 50
I"’/o Kasus yang di selesaiakan % J 100 100 100 100 100 |
Berdasakan tabel diatas ....... Pelayanan terhadap kasus kekerasaan setiap tahunnya

dapat di selesaikan atau di tangani berdasarkan kasus yang masuk dengan capaian
100 % setiap tahunnya.
4. Tumbuh Kembang Anak

Capain kinerja pada kegiatan tumbuh kembang anak adalah dengan di
bentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten pada tahun 2011 sebagai wadah
perhimpunan perwakilan dari masing —-masing organisasi anak. Pada tahun 2012 s.d
2015 pembentukan forum anak tidak berlanjut ke Kecamatan di karenakan
terbatasnya dana atau anggaran, sehingga menimbulkan belum optimalnya
keterlibatan anak dalam forum anak, Sosialisasi tentang Forum Anak belum maksimal
dan belum terlatihnya fasilitator forum anak.Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Berau

2.3.1 Tantangan/Ancaman (threats)
a. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan

&

Kesetaraan pria ber KB masih rendah

Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB
Pelayanan kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat miskin belum optimal
Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas

Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum optimal

@ ™o a o

Kurangnya tenaga penyuluh KB (PKB) sehingga kurangnya pemahaman
masyarakat tentang KB
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h. Masih kurangnya permodaan untuk kelompok usaha peningkatan pendapat
keluarga sejahtera (UPPKS)

I.  Keterlibatan anak pada forim anak belumoptimal

J.  Pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap perkembangan prilaku anak

k. Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan (partisipasi
perempuan dalam legeslatif, perempuan sebagai tenaga professional, masih
rendahnya sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga )

l. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan lansia (potensial)

m. Belum optimalnya kelembagaan PUG

n. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan
pembangunan masih kurang.

0. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi

p. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap
kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

q. Kualitas kader/tenaga pendamping belum optimal

r. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan
secara efektif.

S. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki
kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin
kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak
anak.

t. Lembaga penangan kasus perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa
masih kurang

2.3.2 Peluang (Opportunity)

a. Dukungan dari pemerintah terhadap program Kependududkan Keluarga
Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga dari pusat, Provinsi dan Daerah
semakin meningkat.

b. Komitmen mitra kerja terhadap program Keluarga Berencana (KB) semakin
besar.

Adanya reqgulasi pemerintah tentang KB dan PPPA

d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPIMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di
daerah.

e. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga
PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak,
seperti UNICEF dan UNDP.
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f.  Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan
internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam
peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi
Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan,
Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
g. Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain lembaga
perlindungan anak (LPA), Pokja PUG, Gugus tugas tindak pidana perdagangan
orang (TPPO), Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta Pusat
Perlindungan Terpadau Perlingungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
i.  Peningkatan kualitas PKB/PLKB/Bidan/Kader melalui Bimtek dan Pelatihan.
J. Meningkatnya akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan
pelayanan kontrasepsi.
k. Adanya keinginan dan minat para ibu — ibu dalam meningkatkan keterampilan
indusutri rumah tangga dalam menunjang ekonomi keluarga.
l.  Adanya kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kualitas SDM
2.3.3 Kekuatan (strength)

a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Ketersedia SDM dan Sarana Prasarana walaupun belum maksimal
Petugas Penyuluh Keluaraga Berencana (PKB) yang bertugas di Kecamatan
Dukungan tim KB Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang optimal
Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah mendukung urusan KB dan PPPA
Terbentuknya P2TP2A di Kabupaten dan Kecamatan
2.3.4 Kelemahan (Weakness)

a. Persentase Unmeet Need masih tinggi

N

b.  Kompetensi PKB yang masih kurang di lapangan

C. Masih kurangnya tenaga PKB dikarenakan PKB yang ada belum ideal dengan
jumlah kampung yang ada

d. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan system

informasi tentang PUG, PPPA dan KB

Belum adanya komitmen OPD untuk melaksanakan PPRG

Kualitas dan kualitas SDM dan Sarana prasarana kurang mendukun.

Pembinaan terhadap kader belum optimal

T e m o

Sinkronisasi program KB dan PPPA belum optimal.
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Berdasarkan dari analisa SWOT diatas maka factor kunci keberhasilan adalah

sebagai berikut :

1.

Strategi SO (Memaksimalkan Stregth | Kekuatan untuk memanfaatkan

Opportunity/peluang)

a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan memaksimalkan peran
swasta, dan pembinaan yang efektif terhadap LSM atau organisasi masyarakat
pemerhati anak.

b. Jumlah SDM yang memungkinkan untuk melakukan sosialisasi / kampaye yang
efakti secara berkala atas Perda / Peraturan terbaru dan memberikan
penghargaan kepada masyarakat yang mendukung Program KB dan PPPA.

C. Secara periodik melakukan capacity building POKJA PUG dalam mendorong
implementasi PPRG pada OPD untuk menuju kesetaraan Gender.

Strategi ST (Memaksimalkan Strengh/Kekuatan untuk mengurangi Threat/ancaman)

a. Memaksimalkan dana operasional untuk membiayai kegiatan operasional

b. Mengutamakan program prioritas terhadap Keluarga Berencana (KB ) dan PPPA

€. Memaksimalkan koordiansi dengan mitra kerja lain / Stekeholder dalam program
Keluarga Berencana (KB) dan program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Strategi WO ( Minimalkan Weakness | Kelemahan untuk menagkap Opportunity

/peluang)

a. Pelaksanaan pelatihan teknis / fungsional, kursus secara berkala dan terencana
untuk peningkatan SDM.

b. Mengevaluasi kembali system pembinaan Lembaga Swadaya masyarakat,
Organisasi Masyarakat pemerhati anak untuk efektif peningkatan kualitas

Strategi WT ( Meminimalkan Weakness/Kelemahan untuk menghindari Threat/

ancaman)

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi informasi dari pihak terkait tentang data terpilah
laki-laki dan perempuan dalam segala bidang

b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan operasional.
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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
P2KBP3A Kabupaten Berauy
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
8. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau,

4) Masih kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dan jumiah aparatur

5) Masih kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara

b. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1} Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah

2) Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsive gender

3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, terutama
permintaan data mengenai kependudukan dan data keluarga.

4) Peran Bidan dan petugas lapangan (PLKB/PKB) dalam konseling belum optimal

¢. Permasalahan terkait Keluarga Berencana :

1) Unmetneed Tinggi

2) Askseptor KB non MKJIP masih cukup besar

3) Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan

4) Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun di karenakan tekanan ekonomi
keluarga.

5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB.

6) Masih rendahnya partisipasi pria ber KB

d. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera ;

1) Masih kurangnya permodalan untuk kefompok UUPS

2) Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam melaksanakan program
kegiatan yang dilaksnakan pemerintah.

3) Masih di temukan keluarga Pra Sejahtera (PS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1).

4) Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB.

5) Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan
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BKL

6) Cakupan dan peran serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK
R/M) belum optimal

7) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksinya masih rendah

e. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan
kondisi ideal sebesar 100.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan
daerah lain.

3) Belum semua OPD melaksanakan PPRG

4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio
Keterwakilan perempuan dalam parlemen.

5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat
dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

f. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus
kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat
rentan terhadap kekerasan. '

3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan,
ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh
migran.

4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

g. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja
anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi,
pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

h. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di
dalam panti, dan adanya anak terlantar.

2) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

3) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak

4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

i. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak :

1) Masih  belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
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pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang
PPPA masih belum optimal.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPIMD adalah :
“"Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber
Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan”
Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Sejahtera
yang berarti Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa
aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi
kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan
lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.
Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi
sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau. (Boleh lebih dari satu
unsur atau di tambah dgn unsur Daya saing dan unggul didiskusikan dgn kadis dan kabid,
RPIMD Bab 5)
Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam
RPIMD adalah sebagai berikut:
1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang
berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis
kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif
berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan
berdaya saing tinggi

4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan
dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
mendukung pencapaian Misi Kedua : “Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil
menengah berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan
ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”. Adapun tujuan yang terkait
dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalahKebijakan sektor
perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi
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sektor informal bebasis gender, Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu

menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan dengan sasaran

adalahMeratanya pendapatan masyarakat.

Analisis permasalahan,

faktor

pendorong dan faktor

penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1

berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan | Permasalahan Pelayanan Faktor
No | dan Sasaran | DPPKBP2PA Kabupaten p
RPIMD Bersi enghambat Pendorong
1 | Misi Kedua :
gfgfmrﬁ;ﬁ;kan » Indeks Pembangupan » Belum maksimalnya |e Komitmen dari
masyarakat Gender (IPG_) menmgkat_ keterlibatan pemerintah pusat
dengan namun relatlvg-r.endah di perempuan dalam dan daerah
memanfaatka banding kondisi ideal 100. pembanguan atau dalam
n potensi * Indek Pemberdayaan Gender | partisipasi mendukung
sumber daya (I_DG) reiatlve rendgh‘ perempuan dalam urusan PPPA
alam dibandingkan kondisi ideal legeslatif,
mem’berdaya dan daerah lain. Perempuan tenaga
kain usah » Belum optimalnya OPD professional dan
ekariamitac meiak_snakan PPRG _ Sumbangan
menengah E Keterllbatan.pergmpuan di penghasilan perem
yang berbasis lembaga legislatif rglatif puan terhadap
kerakyatan rendah, tgrlihat dari rasio keluarga
dan ! Keterwakilan perempuan » Perencanaan dan
perluasan dalam parlemen. pengganggaran
lapangan « Kesenjangan pendapatan responsip gender
kerja antara laki-laki dan belum optimal.
bermasii perempuan tergolong tinggi, |+ Belum optimalnya
pengembang terlihat dari pendapatan fungsi koordinasi
an akbroi yang diperoleh penduduk antar OPD tentang
kreatif laki-laki dan penduduk PUG.
’ perempuan
gg:?\asslasta ¢ Tingginya kasus ¢ Penanganan kasus ¢ Dukungan
dan keafifsn kekerasanterhadap kekerasan terhadap | lembaga ‘
lokal perempuan, terlihat dari perempuan dan pemerhati
jumlah kasus kekerasan anak belum optimal perempuan dan
2 | Tujuan : terhadap perempuan dan « Dukungan regulasi anak antara lain
. Kebijak-an TPPO terhadap Pokja P_UG, gugus
st » Perempuan banyak menjadi perlindungan tt_Jgas Tindak
perekonomi objek pornografi, perempuan dan Pidana
an akan menjadikan perempuan anak belum optimal Perdaagngan
diarsbikan sangat rentan terhadap e Lembaga Orang (TPPQ),
pada kekerasan. penanganan kasus Pusat
pemberday o Ren@ahnya perempuan dan Pembelajaran
aE dan | perlindunganterhadap anak di kecamatan Keluarga
penguatan tenaga kerja dan buruh dan desa masih (PUSPAGA) dan
pelaku migran perempuan, terbatas P2TP2A.
konori ditunjukkan dengan » Kualitas kader/ « Terbentunya
skt terjadinya kasus-kasus tenaga pendamping Forum anak di
il perlakuan buruk terhadap masih kurang Kabupaten
BedbaEis buruh mig_ran.
gender » Belum optimalnya peran  Terbatasnya jumlah, |e Adanya

kelembagaan perlindungan

cakupan dan

komitmen Kepala
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Misi, Tujuan | Permasalahan Pelayanan Faktor
No dar; s;;aDran DPPKBPZ:eI:aIfjabupaten Penghambat Pendorong

e Jumlah hak perempuan. kelengkapan data Daerah untuk
penduduk |e Tingginya pilah dan sistem mengembangkan
yg kerentananperempuan pada informasi tentang Kota Layak Anak
terkendali situasi konflik dan bencana PPPA
dapat » Masih kurangnya
membantu |« Belum optimalnya lembaga keterlibatan anak
menanggul penyedia pelayanan dan dalam Forum Anak
angi perlindungan anak korban » Masih kurangnya
masalah kekerasan yang memenuhi pemahaman dari
dan perlindungan khusus pemerintah, OPD
berbagai e Terjadinya berbagai praktek dan maasyarakat
isu penting buruk yang mengancam hak- | tentaang KLA
untuk hak anak, seperti pekerja
kesejahtera | anak perkawinan anak dan
an anak berhadapan dengan

3 | Sasaran : hokum (ABH)

Meratanya » Munculnya berbagai

pendapatan tindakan kekerasan di media

masyarakat online seperti pornografi,

pelecehan seksual dan
penipuan terlihat dari kasus
pornografi dan cyber crime.

« Kurangnya pengasuhan
keluarga yang aman, terlihat
dari anak yang diasuh di
dalam panti dan adanya
anak terlantar

» Masih di temukannya
perkawinan pada usia anak.

¢ Belum semua Fasilitas
Pendidikan, Fasilitas
Kesehatan dan fFasilitas
umum lainya termasuk
kategori ramah anak

e cakupan dan

e No. 52 tahun

s tentang kependudukan kelengkapan data 2009 tentang
masih rendah pilah dan sistem perkembangan
¢ Advokasi dan KIE mengenai informasi tentang KB | kependudukan
KB belum responsive gender. | dan data keluarga dan
 Masih lemahnya koordinasi | Dukungan kader dan | pembangunan
antar istansi dan lembaga masyarakat dalam keluarga.
terkait,permintaan data pendataan belum ¢ Komitmen
kependudukan dan data maksimal pemerintah pusat
keluarga. » Kompetensi dan dan daerah
« Peran petugas lapangan PKB | jumlah PKB yang dalam
/ PLKB dan Bidan dalam masih kurang ideal mendukung
konseling belum optimal di banding jumlah urusan KB
kampung yang ada. |e Petugas PKB
yang bertugas di
Kecamatan
¢ Persentase Unmet s Adanya
« Unmet Need Tinngi need masih tinggi. dukungan tim KB
» Akseptor KB non MKIP masih |e Pelayanan kecamatan,
cukup besar kontasepsi secara Desa/ Kelurahan.
» Masih adanya anggapan KB gratis pada e Komitmen Mitra
hanya urusan perempuan. masyarakat miskin kerja terhadap
» Masih rendahnya partisipasi belum optimal program KB
pria ber KB e Belum semua klinik semakin besar.
¢ Pernikan perempuan usia di KB tersedia tenaga | e Adanya
bawah 20 tahun di medis yang peningkatan
karenakan tekanan ekonomi | berkualitas kualitas PKB/
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| Misi, Tujuan Permasalahan Pelayanan
No | dan Sasaran | DPPKBP2PA Kabupyaten : raltor T}
Berau Penghambat Pendorong
keluarga., PLKB/Bi
* Masih kurangnya kualitas kader/ E:]cl?;jtau
dan kuantitas tenaga Bimbingan teknis
| penyuluh KB, dan pelatihan
melalui BKKBN
. * Perencanaan dan e Animo
e Masih kurangnya pengganggaran masyarakat
permodalan untuk kelompok kegiatan UPPKS khusunya
UPPKS belum optimal. perempuaan/ibu
* Kurangnya partisipasi * Masih kurangnya ibu meningkatkan
anggota kelompok UPPKS pemahaman tentang | keteampilan
dalam program kegiatan keluarga sejahtera melalui pelatihan
pemerintah. yang ber KB untuk
* Masih di temukannya meningkatkan
keluarga keluarga Pra pendapatan dan
Sejahtera (PS) dan Keluarga menunjang
Sejahtera 1(KS1) ekonomi keluarga
* Masih kurangnya
pemahaman tentang
keluarga sejahtera yang
berKB » Kurangnya pelatihan |e Animo
e Kurang fahamnya bagi kader untuk masyarakat tinggi
masyarakat tentang meningkatkan dalam kegiatan
pentingnya Kelompok BKB, pemahaman dan bina keluarga
BKR dan BKL pengetahuan bina
keluarga
® . f
. kemampuan para pembinaan desa/
Pusat Informasi Konseling Pembina dalam kecamatan dapat
Remaja / Mahasiswa (PIK pelaksanaan membentuk PIK
R/M) belum optimal. pembinaan PIK R/M berbasis
» Pengetahuan Remaja » Rendahnya tingkat sekolah ataau
mengenai kesehatan pengetahuan pada masyarakat
Reproduksi masih rendah. kader » Adanya pelatihan
untuk pendidik,
kader,Pembina,
pengelola dan
konselor sebaya
melalui BKKBN
L

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah
adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks

Pembangunan Gender (IPG)
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b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama: Pravelensi
kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah
perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada
seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi
semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan
khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh
layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan

kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan
standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada
anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga
penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan
layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
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a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia
usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta

akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi
Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2
berikut ini.

Tabel 3.2.a

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Permasalahan Pelayanan

Sebagai Faktor

No Menengah Dinas PPKBP2PA
Renstra K/L Kabupaten Berau Penghambat Pe"f‘ffo"i_
‘1 |a Meningkatnya  |e IPG meningkat namun | Pelaksanaan o Adanya
capaian indeks relatif rendah dibandingkan Perencanaan dan komitmen
pembangunan kondisi ideal sebesar 100. penganggaran kepala daerah
gender responsif gender untuk
e Belum optimalnya OPD belum optimal. meningkatkan
melaksanakan PPRG e Belum Pemberdayaan
maksimalnya Perempuan
b. Meningkatnya ¢ IDG relatif rendah keterlibatan
capaian indeks dibandingkan kondisi ideal perempuan
pemberdayaan dan daerah lain dalam
gender e Masih kurangnya partisipasi | Pembangunan
perempuan dalam legislatif atau partisipasi
perempuan
o Masih kurangnya dalam legeslatif,
perempuan sebagai tenaga
petugas professional professional dan
sumbangan
» Rendahnya sumbangan penghasilan
pendapatan perempuan perempuan
dalam keluarga terhadap
keluarga.
e Belum
optimalnya fungsi
koordinasi antara
OPD tentang PUG
2 |a. Berkurangnya ¢ Tingginya kasus kekerasan |s Penanganan ¢ Dukungan
kasus  kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan lembaga
terhadap terlihat dari jumlah kasus terhadap pemerhati
perempuan kekerasan pada perempuan dan perempuan
termasuk TPPO perempuan dan TPPO anak belum dan anak
¢ Belum semua korban optimal antara lain
kekerasan perempuan ¢ Lembaga pokja PUG,
yang mendapatkan penanganan gugus tugas
penanganan optimal kasus perempuan tindak pidana
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Sasaran Jangka Permasalahan Pelayanan Sebagai Faktor
No Menengah Dinas PPKBP2PA
Renstra K/L Kabupaten Berau penghambat Pendorong
dan anak di perdagangan
» Belum optimalnya lembaga kecamatan dan orang (TPPQ),
pelayanan perempuan desa masih PUSPAGA dan
terbatas P2TP2A
b. Meningkatnya ¢ Belum optimalnya peran Kualitas kader /
kualitas kelembagaan PUG tenaga
penanganan kasus pendamping
kekerasan masih kurang
terhadap Dukungan
perempuan regulasi terhadap
termasuk TPPO perlindungan
perempuan dan
anak belum
optimal
3 |a. Meningkatnya e Belum semua fasilitas Masih kurangnya |¢ Adanya
implementasi pendidikan, Kesehatan dan pemahaman dari komitmen
kabupaten/kota fasilitas umum lainya pemerintah kepala daerah
layak anak di | termasuk kategori ramah daerah, OPD dan untuk
Indonesia. anak masyarakat mengembangk
b. Meningkatnya tentang KLA an Kota Layak
kualitas e Masih kurangnya peran Masih kurangnya Anak
implementasi forum anak keterlibatan « Di bentuknya
kebijakan terkait anak dalam Forum Anak
perlindungan Forum Anak tingkat
khusus kepada Kabupaten
anak Terbatasnya ¢ Di bentuknya
¢. Meningkatnya » Terjadinya berbagai personil yang P2TP2A
kualitas sistem | praktek buruk yang melayani
layanan mengncam hak - hak anak, penanganan
perlindungan seperti pekerja anak, kasus kekerasan
khusus kepada | perkawinan anak dan anak terhadap
anak berhadapan dengan hokum perempuan dan
(ABH) anak
« Munculnya berbagai Terbatasnya
tindakan kekerasan di jumlah, cakupan
media online seperti dan kelengkapn
pornografi, pelecehan data pilah dan
seksual dan sistem informasi
penipuanterlihat dari kasus tentan PA
pornografi dan cyber crime
4 | Meningkatnya Kurangnya partisipasi Pengetahuan dan | Adanya
partisipasi dan | masyarakat dalam kepedulian beberapa
sinergitas  lembaga | Pemberdayaan perempuan organisasi organisasi
profesi dan dunia | dan perlindungan anak masyarakat dan masyarakat
usaha, media, dan LSM dalam dan LSM yang
organisasi  agama Pemberdayaan bergerak di
dan kemasyarakatan perempuan dan bidang
serta akademisi dan perlindungan Pemberdayaan
lembaga riset dalam anak masih perempuan
pemberdayaan kurang dan
perempuan dan perlindungan
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Sasaran Jangka Permasalahan Pelayanan Sebagai Faktor

No Menengah Dinas PPKBP2PA Perndhamb
Renstra K/L Kabupaten Berau Shghambnt Pendarong
perlindungan anak anak
Tabel 3.2.b

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Pusat beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Faktor
No. e e ——— — et S——
Meneng:?LRenstra Permasalahan Pelayanan Penghambat Pendorong
1. | Menurunnya laju | Pemahaman masyarakat | Advokasi program | Komitmen
pertumbuhan tentang kependudukan masih | kependudukan pemerintah pusat
penduduk (LPP) dari | rendah belum optimal terhadap program
1,49 menjadi 1,21 kependudukan,
KB dan pem-
bangunan
keluarga  cukup
besar
2. | Menurunnya Angka -Advokasi dan KIE mengenai Anggapan KB - Terbentuknya tim
Kelahiran total (TFR) | KB belum responsif gender | hanya untuk wanita | KB desa
per WUS (Wanita - Peran bidan dan petugas kecamatan/
Usia Subur) (15-49 lapangan i_(B dalam konseling kelurahan dan
belum optimal desa.

tahun) dari 2,6 -Adanya komitmen

menjadi 2,28 pemerintah desa
dengan adanya
pengalokasian
dana melalui
Dana Alokasi
Desa (ADD)

3. | Meningkatnya pe- - Akseptor KB non MKJIP masih | -Pelyanan Dukungan

makaian kontrasepsi | cukup besar kontrasepsi secara | pemerintah

(CPR) dari 61,9 ~Peserta KB pria masih rendah | gpatig pada | terhadap program

menjadi 66% masyarakat miskin | KB cukup besar

belum optimal

-Kesertaan pria ber-
KB masih rendah

4. | Menurunnya Persentase Unmeet need | Wilayah kerja - Adanya
kebutuh-an  ber-KB | masih tinggi PKB/PLKB yang | peningkatan
yang tidak terpenuhi topografinya g:?;ﬁzazgf/ PLKB
(Unmeet Need) dari berbukit dan il
11,4 % menjadi persebaran bintek/pelatihan
1 9,91% penduduk yang
1 tidak merata
Keterbatasan
PKB/PLKB baik
secara kualitas
maupun kuantitas
5. | Menurunnya angka - Cakupan dan peran serta - Kesadaran - Dukungan
kelahiran pada | Pusat Informasi dan masyarakat dan | lembaga
remaja usia 15-19 | konseling Remaja/ seko_lah tentang | pendidikan
tahun (ASFR) dari 48 Mahas«swa (PIK R/M) belum pentmgnya Pusat khususpya para
optimal Informasi dan | mahasiswa cukup
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] Sasaran Jangka Faktor
No. | Menengah Renstra | Permasalahan Pela
yanan
K/L Penghambat Pendorong
 |per 1000 kelahiran - Pengetahuan remaja | Konseling Remaja/ | besar ]
menjadi 38 per 1000 | mengenai kesehatan Mahasiswa belum -KIE melalui media
kelahiran reproduksinya masih rendah | optimal cetak dan
- Pengaruh sosial | elektronik
budaya
6. | Menurunnya -Peserta KB MKIP masih -Masih tingginya | Dukungan mitra
kehamilan yang tidak | rendah peserta KB jangka | kerja dalam pe-
diinginkan dari WUS [ pendek ningkatan peserta
(wanita Usia Subur) KB jangka
(15-49 tahun) dari panjang  cukup
7,1 menjadi 6,6 besar

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
Provinsi yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan
sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran:

terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.
Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2

berikut ini.

Tabel 3.3.a
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Menengah Permasalahan Pelayanan
No Renstra Dinas PPKBPPPA
Perangkat Kabupaten Berau Penghambat Pendorong
Daerah Provinsi
1 Meningkatnya e IPG meningkat namun ¢ Belum * Adanya
indeks relatif rendah dibandingkan maksimalnya komitmen
pembangunan kondisi ideal sebesar 100. keterlibatan kepala daerah
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layak anak dan

umum lainnya termasuk

dan Masyarakat

Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Menengah Permasalahan Pelayanan
No Renstra Dinas PPKBPPPA
Perangkat Kabupaten Berau Penghambat Pendorong
Daerah Provinsi
gender dan indeks |¢ IDG relatif rendah perempuan untuk
pemberdayaan dibandingkan kondisi ideal dalam pembangu meningkatkan
gender dan daerah lain. nanatau Pemberdayaan
» Belum optimainyaa OPD partisipasi Perempuan
melaksnaakaan PPRG perempuan
dalamlegeslatif,
perempuan
tenaga profisonal
,Rendahnya
Sumbangan
penghasilan
terhadap
keluarga dan
belum
optimalnya
pemberdayaan
lansia (potensia)
perempuan.
Pelaksanaan
Perencanaan dan
penganggaran
responsif gender
belum optimal.
Belum
optimalnya fungsi
koordinasi antar
OPD tentang PUG
2 Meningkatnya » Tingginya kasus kekerasan Penanganan ¢ Dukungan
penanganan kasus terhadap perempuan, kasus kekerasan lembaga
kekerasan terlihat dari jumlah kasus terhadap pemerhati
terhadap kekerasan terhadap perempuan dan perempuan
perempuan perempuan dan TPPO anak belum dan anak
¢ Perempuan banyak maksimal antara lain Poja
menjadi objek pornografi, Lembaga PUG, Gugus
menjadikan perempuan penanganan tugas tindak
sangat rentan terhadap kasus perempuan pidana
kekerasan dan anak di perdagangan
¢ Tingginya kerentanan kecamatan dan orang (TPPQ),
perempuan pada situasi desa masih PUSPAGA dan
konflik dan bencana terbatas P2TP2A.
¢ Belum semua korban
kekerasan yang belum
mendapat penanganan
optimal
e Belum optimalnya peran
kelembagaan perlindungan
hak perempuan.
3 Terimplementasika | Belum semua fasilitas Masih kurangnya |e Adanya
nnya pendidikan, Fasilitas pemahaman dari komitmen
kabupaten/kota kesehatan dan fasilitas pemerintah, OPD kepala daerah

untuk
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Sasaran Jangka Sebagai Faktor ]
Menengah Permasalahan Pelayanan
No Renstra Dinas PPKBPPPA
Perangkat Kabupaten Berau Penghambat Pendorong
Daerah Provinsi
perlindungan kategori ramah anak. tentang KLA. mengembangk
khusus anak » Masih kurangnya peran » Masih kurangnya an Kota Layak
forum anak keterlibatan anak Anak
» Terjadinya berbagai pada Forum Anak
praktek buruk yang o Terbatasnya
mengancam hak-hak anak jumlah cakupan
seperti pekerja anak, dan kelengkapan
perkawinan anak dan anak data pilah dan
berhadapan dengan hukum sistem informasi
(ABH). tentang PA
» Belum optimainya lembaga
penyedia anak memeriukan
perlindungan khusus

Tabel 3.3.b
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Provinsi Perangkat Daerah Provinsi
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Faktor
No. | Menengah Renstra
Perangkat Daerah Pesmasalatian Pelayantin Pendorong
: Penghambat
Provinsi
1. | Meningkatnya e Pemahaman masyarakat « Terbatasnya » Komitmen
kebijakan tentang tentankependudukan masih |  jumlah cakupan pemerintah
Keluarga rendah dan kelengkapan | pusat terhadap
Eg{f:f;:a dan * Unmet need tinggi data pilah dan program
| Sejahtera (KBKS) ¢ Peran petugas lapangan sistem informasi kependudukan,
pada provinsi/ PKB dan Bidan dalam tentang KB dan KB dan pem-
kabupaten/ Kota konseling belum optimal data keluarga bangunan
¢ Persentase keluarga cukup
Unmet Need besar
masih tinggi « Adanya
e Kompetensi dan peningkatan
jumliah PKB yang kualitas PKB
masih kurang atau kader
ideal di banding melalui
jumlah kampong bimbingan
yang ada. teknis dan
pelatihan
melalui BKKBN
2. | Peningkatan » Masih kurangnya e Perencanaan dan |e Animo
keluarga sejahtera permodalan untuk penganggaran masyarakat
kelompok UPPKS kegiatan UPPKS khususnya
¢ Masih kurangnya belum optimal perempuan /
pemahaman tentang ¢ Masih kurangnya ibu —ibu
Keluarga Sejahtera yang pemahaman meningktkan
ber KB tentang keluarga keterampilan
s Kurang fahamnya sejahtera yang melalui
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| Sasaran Jangka | | Faktor
No. | Menengah Renstra Permasalahan Pelayanan
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Provinsi
masyarakat tentang ber KB pelatihan untuk
pentingnya kelompok BKB, e Kurangnya meningkatkan
BKR dan BKL pelatihan bagi pendapatan dan
kader untuk menunjang
meningkatkan ekonomi
pemahaman bina keluarga
kelauarga ¢ Animo
masyarakat
tinggi dalam
kegiatan bina
keluarga
3. | Meningkatnya Cakupan dan peran serta » Terbatasnya e Melalui PKB
pemahaman Informasi Konseling kemampuan para pembinaan
masyarakat Remaja/Mahasiswa ( PIK Pembina dalam Desa/
terhadap bahaya R/M) belum optimal pelaksanaan Kecamatan
narkoba dan HIV/ Pengetahuan remaja pembinaan PIK dapat
AIDS mengenai kesehatan » Rendahnya membentuk PIK
reproduksi masih rendah tingkat R/M berbasis
pengetahuan pendidikan atau
kader masyarakat
e Adanya

pelatihan untuk
pendidik, kader,
Pembina,
pengelola dan
konselor sebaya
melalui BKKBN

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Faktor
. . Permasalahan
No Wilayah terkait Tugas dan FeluwainsiiBiliag
Fungsi Dinas PPKBP2PA L4 Penghambat | Pendorong

Kabupaten Berau

PPKBP2PA Kab. Berau

Pélayanan Dinas PPKBPPPA tidak terkait dengan"Fiencana Tata Ruang Wilayah

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan
Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya
[ | Hasil KLHS terkait Tugas dan Faktor
Fungsi Dinas PPKBP2PA Permasalahan
No Kabupaten Berau Pelayanan Dinas
(Nama Program yang PPKBP2PA Penghambat | Pendorong
Memberikan Dampak Kabupaten Berau

Lingkungan)

|
Pelayanan Dinas PPKBPPPA tidak terkait dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan
metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel

3.6 berikut ini.
Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis
No Kriteria*) Bobot**)
1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian 20
sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi
2 | Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
3 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
4 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
5 | Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30
Total 100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis
disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.
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Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

[ Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria5 | Total

Permasalahan Skor 4 Skor - Skor X Skor d Skor X Skor x | Rangking
(1-5) | PPt | (1.5) bovot | (1-5) Pt | (1-5) babot | (1-5) PoROt | Bobot

Bidang PA
4 60

Belum optimalnya 5 100 5 100
lembaga penyedia
anak yang
memerlukan
perlindungan
khusus

Belum optimainya 5 100 5 100 4 60 3 45 1 30 335 2
lembaga PUSPAGA
dalam pemenuhan
hak anak

Belum semua 4 80 4 80 4 60 4 60 1 30 310 3
Fasilitas pendidikan,
Fasilitas Kesehatan
dan Fasllitas Umum
lainnya yang
termasuk kategori
ramah anak.

4 60 1 30 350 1

5 100 5 100 3 45 1 45 1 30 310 4
pemenuhan hak
anak di Kab/Kota/
Kecamatan.

Belum tersedianya 4 80 3 60 4 60 3 45 1 30 275 5
system data terpilah

Belum optimalnya 3 60 2 40 3 45 + 60 1 30 235 6
layanan bagi anak
korban kekerasan

Masih kurangnya 3 60 3 60 3 45 2 30 1 30 225 7
peran forum anak

Tingginya korban 2 40 3 60 3 45 3 45 1k 30 220 8
kekerasan pada
anak

Bidang PP
Belum optimalnya 5 100 5 100 B 60 5 5 1 30 365 B
OPD melaksanakan
PPRG

Tingginya kasus 5 100 5 100 = 60 4 60 1 30 350 2
kekerasan terhadap
perempuan dan
TPPO

Rendahnya 5 100 5 100 3 45 4 60 1 30 335 3
sumbangan
pendapatan
perempuan dalam
keluarga

Belum Optimalnya 4 80 5 100 3 45 B 60 1 30 315 9
pemberdayaan
pada lansia
(potensial)

48



‘

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau )

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total
X X X X X .
Permasalahan g.’f?.;; Sokok (sllfg; bobot (Sllfgr) biohiot (slltc;; bobot (sllig; bohot it?,; :t: Rangking
20 20 15 i5 30
perempuan.
Belum tersedianya 4 80 5 100 3 45 3 45 1 30 300 5

sistem data terpilah
gender dan anak

Bidang Dalduk
Lemahnya 4] 80 4 80 3 45 3 45 1 30 | 280 3138
koordinasi antara
instansi dan
lembaga terkait
terutama e =
permintaan data
mengenai
kependudukan dan
keluarga

Advokasi dan KIE 5 100 5 100 5 75 3 45 1 30 350 1
mengenai KB
belum responsip
Gender.

Peran petugas 4 80 4 80 4 60 3 45 1 30 295 2
lapangan PKB/PLKB
dalam konseing
belum optimal

Bidang KB

Masih tingginya 5 100 5 100 5 75 - 60 1 30 365 L
kebutuhan ber KB
yg tidak terpenuhi
( unmeet
need)Masih
tingginya

Masih rendahnya 4 80 B 100 5 75 4 60 4 30 345 2
partisipasi pria ber
KB

Akseptor KB Non 4 80 5 100 5 75 3 45 1 30 330 3
MKJIP (metode
kontrasepsi jangka
panjang ) masih
cukup besar

Masih tingginya 4 80 5 100 4 60 3 45 1 30 315 4
pernikahan
perempuan di
bawah 20 tahun
karena tekanan
ekonomi .

Bidang KS

Kurangnya 5 100 5 100 5 75 5 75 1 30 380 1
partisipasi anggota
kelompok UPPKS
dalam program
kegiatan
pemerintah

Masih kurangnya 5 100 5 100 5 75 4 60 1 30 | 365 2
pemahaman
tentang keluarga

Sejahtera yang ber
KB

Kurang fahamnya 5 100 5 100 & 75 3 45 1 30 350 3
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Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria5 | Total

X X ) 4 z
Skor Skor Skor Skor x | Rangking
(1-5) | P90t | (1-5) HOROt | (1-3) BoRot | Bobot

Permasalahan Skor
(1-5)

X
Skor

bobot

i5 (1-5)

X
bobot
20

masyarakat tentang
pentingnya
kelompok BKB, BKL
dan BKL

Cakupan dan 4 80 5 100 5 75 4 60 1 30 345 -
peranan serta Pusat
Informasi dan
Konseling R/M
belum optimal

Pengetahuan 5 100 5 100 5 75 2 30 1 30 335 5
Remaja mengenai
kesehatan
reproduksi masih
rendah

Masih di - 80 5 100 5 75 3 45 1 30 330 6
temukannya
keluarga PS dan
KS1

sih kurangnya 4 80 4 80 5 75 3 45 i 30 310 7
pemahaman
tentang keluarga
sejahtera yang ber
KB

Masyarakat < 80 + 80 5 75 2 30 1 30 295 8
mengganggap
tanpa masuk dalam
kelompok BKL pun
mereka bisa
merawat orang
tuanya sendiri yg
lansia

Sekretariat

Masih kurangnya 3 60 5 100 5 75 4 60 2 60 | 355 1
pelayanan internal

Masih kurangnya 2 40 4 | 80 5 75 3| 1 T s
sarana dan e

prasarana yang
mendukung

Masih kurangnya | 2 40 3 60 5 75 3 45 1 30 | 250 3
Disiplin ASN

Masth kurangnya 2 40 3 60 4 60 3 45 1 30 | 235 4
kompetensi SDA
dan Jumiah
Aparatur

Masih kurangnya 2 40 3 60 3 45 3 45 1 3012220 5
peningkatan j

pengembangan
system pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
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Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

3.5.1. Isu — isu strategis pelayanan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi ( unmeet need) Masih

tingginya

2. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.

3. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB

4. Akseptor KB Non MKIP (metode kontrasepsi jangka panjang ) masih cukup

besar

5. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan

fungsi kelompok kegitan (BKB, BKR ,BKL) dan UPPKS ( usaha peningkatan
penghasilan keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam
mendukung kelestarisn ber KB

6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan

konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga

/. Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal
3.5.2.Isu - isu strategis pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG

2. Belum tersedianya sistem data terpilah

3. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

4. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan TPPO

5. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan

6. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan dan perlindungan anak korban
kekerasa yang memerlukan perlindungan khusus

7. Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak

8. Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum
lainnya yang termasuk kategori ramah anak.

9. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota

10. Belum tersedianya system data terpilah
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2ZKBP3A

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuandan
Perlindungan anak dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

2. Meningkatkan efektivitas periindungan perempuan dan anak daiam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
a. Meningkatnya lembaga layanan dan perlindungan Perempuan dan anak korban
kekerasan yang memerlukanperlindungankhusus
b. Meningkatnya implementasi kab/kota layak anak
3. Meningkatnya akses layanan keluarga berencana
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
a. Keikutsertaan PUS menjadipeserta KB aktif
Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau
Tahun 2016 - 2021

Kondisi

" Target Kinerja Sasaran Target
. Indikator Awal
No. | Tujuan/Sasaran | oo aran Satuan I ohun [ahun ke Tahun fahun keJahun ke-Fahun ke- Rm"
2016 1 ke-2 3 4 5 e
L. | Meningkatka n Jumiah
intensitas Perempuan
Kesetaraan yang ada dalam
Gend Jabatan Omng
ender, Pareal dan 686 609 659 659
pemberdayaan legislatif di
perempuan dan Daerah
Perlindungan
anakdalampemban
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. Knhdisi Target Kinerja Sasaran Target
No: | Tujusn/Sasavan | 1ncikabor Sutush | Akchir
Sasaran Tahun Tahun ke- Tahun [ahun ke-Tahun ke-Fahun ke- Rasatis
2016 1 ke-2 3 4 5
gunan
1).Meningkatnyaim | 1). Persentase -
i OPD yang
:Leggg:sm:u sudah % 12,8 14,9 19 23 29 38 %
melaksanakan (6/47) (7/47) | (9/47) | (11/47) | (14/47) | (18/47
PPRG
2 | Meningkatkan Jumlah
efektivitas Lembaga
perlindungan Layanan
perempuan dan | Perlindungan | -€MPaga 0 0 1 1
anak dalam Perempuan
pembangunan dan Anak
2).Meningkatnyale | ) Persentase
mbagalayanandan | Penangan
perlindunganPere | Kasus
mpuandananakkor | Kekerasan
bankekerasan pada
yang Perempuan % 100 100| 100 | 100 100 100| 100
memerlukanpertin | dan Anak.
dungankhusus
3)Meningkatnyaim | 3)Tingkat
plementaskabiot. | Copatan Kota Claster Pratama Pratama | Pratama |Madya Madya Nindia | Nindia
alayakanak Layak Anak
(KLA)
3 | Meningkatnya Jumlah
akses layanan Peserta KB Peserta
kelwarga At AKiif (PA) 28.525 28.973 30,359
berencana
4Keikitsertaan 4)Prosentase
PUS Pemakaian
menjadipeserta KB | Kontrasepsi ( % 73,63 74.75 75,66 (75,84 76,03 |76,95 96,95
aktif CPR) .
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BAB V
STRATEGI DAN KEBLJAKAN

5.1 Strategi

5.2

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan
kelemabagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Reponsip Gender (PPRG) serta pendampingan implementasi PPRG.

2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkkordinasikan berbagai
kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
sebagai acuan DPPKBP3A Kabupaten Berau,

3. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak anak.

4, Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta
kesejahteraan keleuarga.

Kebijakan
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan
anggaran yang responsif gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
(PPRG).

2, Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan PUG.

3. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkaitdenganisu gender
dan anak

4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia
usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender
dalam pembangunan di berbagai bidang.

5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan
di semua bidang.

6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga
dengan fokus pada UMKM perempuan.

Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah gender dan anak

8, Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal
dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau
calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan
yudikatif,

3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui
pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
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10. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk
Tindak Pidana Perdagangan Orang

11. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

12. Penguatan Kelembagaan P2TP2A

13. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan
dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO.

14. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE

15. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota
Layak Anak.

16. Pemenuhan hak anak dengan fokus dan peduli dengan Forum anak dan forum
peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

17. Upaya fasilitasi pengumpulan data anak

18. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai
regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.

19.  Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha
dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

20. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

21.  Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

22.  Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan
hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan / program/
kegiatan pembangunan di tingkat daerah.

23. Memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia
dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak

24. Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif bagi
anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.

25. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan
pendidikan

26. Menyusun profil melalui pengumpulan data anakdari tingkat kecamatan

27. Menguatkan Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah

28. Peningkatan Standar kualitas pelayanan tenaga medis

29. KIE dan Advokasi tentang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)

30. Pelatihan Updating pendataan keluarga

31. Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan

32. Pelatihan captor yang di perbaharui

33. Pembentukan Kampung KB
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34. Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan Kader KB melalui bimbingan teknis dan
pelatihan melalui BKKBN

35. KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan
Akseptor KB non MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang)

36. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan
keluarga

37. Pengembangan /Revitalisasi Peran, Fungsi dan Pengelolaan PIK Remaja dan BKR

38.  Peningkatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR

39. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dalam kelompok kegiatan (
BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta penguatan 8 fungsi keluarga.

40. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

41. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga

42. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga
kepada masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

Visi © Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber

daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Misi : Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan
potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah
| yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk

' pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat
dan berdaya saing tinggi.

No Tujuan Sasaran | Strategi | Kebijakan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Meningkatkan intensitas 1).Meningkatnya e Peningkata |e Melakukan pendampingan teknis dalam
kesetaraan Gender, implementasi n KKG | penyusunan program, kegiatan  dan
pemberdayaan perempuan pengarusutamaan dengan anggaran yang responsif gender pada Dinas
tan Perindungan-anak dalam: | Gender fokus pada | Pengendalian Penduduk, Keluarga
pembangunan

penguatan | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
kelembaga | Perlindungan Anak Kabupaten Berau melalui
an PUG, | pelaksanaan Perencanaan dan
penyusuna | Penganggaran vyang Responsif Gender
n PPRG | (PPRG).

dan = Memperkuat lembaga/jejaring PUG di
pendampin | daerah untuk peningkatan efektifitas dan
gan efisiensi pelaksanaan PUG.
implement | » Pengembangan data pilah di prioritaskan
| asi PPRG pada OPD yang terkaitdenganisu gender
dananak
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Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau :

Visi : Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber

daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Misi : Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah
yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat
dan berdaya saing tinggi.

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

» Meningkatkan pemahaman dan komitmen

pemerintah daerah, masyarakat, dunia
usaha dan media massa tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gender dalam
pembangunan di berbagai bidang.

L ]

e Peningkatan peran perempuan dalam
berbagai tahapan dan proses
pembangunan di semua bidang.

» Peningkatan  keberdayaan  perempuan
dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga
dengan fokus pada UMKM perempuan.

« Fasilitasi Penyusunan instrument data pilah

gender dan anak

» Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk

perempuan dari kelompok marginal dan
rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik
termasuk sebagai kader atau calon anggota
legislatif, serta sebagai pengambil
keputusan di eksekutif dan yudikatif.

» Meningkatnya kualitas hidup perempuan
pada kelompok masyarakat melalui
pemberian pelatihan keterampilan dan
bantuan alat.

2 Meningkatkanintensitaskesetar | 2).Meningkatnya e Menyusun, | e Peningkatan pencegahan terjadinya
aan Gender, lembaga layanan mereview, kekerasan terhadap perempuan
pemberdayaanperempuandan dan mengharmo termasuk Tindak Pidana Perdagangan
Perlindungananakdalampemba | oo indinganpere | nisasikan Orang
URCERD mpuandananakkor | dan e Perlindungan anak terpadu berbasis

bankekerasan mengkoordi masyarakat (PATBM)
yang nasikan » Penguatan Kelembagaan P2TP2A
memenuhiperlindu | berbagai s Meningkatkan pemahaman  pemerintah,
ngankhusus kebijakan aparat penegak hukum, masyarakat dan
perlindunga | dunia usaha tentang pencegahan dan
n penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan perempuan termasuk TPPO.
dananak = Peningkatan pemenuhan hak anak dan
dari perempuan korban kekerasan melalui KIE
berbagai
tindak
kekerasan
sebagai
acuan
Dinas
Pengendalia
n
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberday
aan
Perempuan
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Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau k

| Visi : Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber
daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
Misi : Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah
yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat
dan berdaya saing tinggi.

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
dan
Perlindunga
n Anak
Kabupaten
Berau.
3).Meningkatnya » Peningkata | » Pemenuhan hak anak dengan fokus pada
implementasi n percepatan pencapaian Kabupaten/Kota
kabupaten/kota Pelayanan Layak Anak.
layak anak dan * Pemenuhan hak anak dengan fokus dan
pemenuhan peduli dengan Forum anakdan forum peduli
hak anak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

¢ Upaya fasilitasi pengumpulan data anak

« Menyusun, mereview, mengharmonisasikan,
dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi
dan kebijakan pemenuhan hak anak.

e Meningkatkan pemahaman dan komitmen
pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan
media massa tentang pemenuhan hak anak
di daerah.

e Melakukan pendampingan teknis dalam
penyusunan  program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak melalui
pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

« Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan
hak anak di daerah untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak
anak.

« Memperkuat sistem penyediaan,
pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pemenuhan hak anak untuk penyusunan,
pemantauan, dan evaluasi
kebijakan/program/kegiatan pembangunan
di tingkat daerah.

« Memberikan dukungan sarana,prasarana
dan ketersedian pemberdayaan manusia
dalam penyelenggaraan dan perlindungan
hak anak

¢ Menyediakan dan menyelengarakan upaya
kesehatan yang komperhensif bagi anak
agar setiap anak memperoleh derajat
kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.

e Memberikan kesempatan vyang seluas-
luasnya kepada anak untuk mendapatkan
pendidikan
+ Menyusun profil melalui pengumpulan data

} anak dari tingkat kecamatan

Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

3. Meningkatkan akses layanan | 4).Meningkatnya Keikut | ¢ Optimalisas | « Menguatkan Advokasi dan KIE tentang
keluarga berencana sertaan PUS i pelayanan KB dan KR di seluruh wilayah
menjadipeserta KB KB dan | » Peningkatan Standar kualitas pelayanan
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Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau 2016 -2021
Visi : Mewujudkan Berau Sejahtera, unggulan dan berdaya saing berbasis sumber |
daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
Misi : Kedua Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah
yang berbasis masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Ketiga Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat
dan berdaya saing tinggi.

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
penguatan tenaga medis
kapasitas « KIE dan Advokasi tentang Keluarga
kelembaga Berencana (KB) dan Kesehatan
an Reproduksi (KR)
ketahanan | e Pelatihan Updating pendataan keluarga
serta * Refreshing captor (pencatatan dan
kesejahtera pelaporan) bulanan

an keluarga | «  Pelatihan captor yang di perbaharui

¢  Pembentukan Kampung KB

e Peningkatan kualitas PKB/ PLKB dan
Kader KB melalui bimbingan teknis dan
pelatihan melalui BKKBN

« KIE dan Advokasi tentang KB dan
Kesehatan Reproduksi (KR) untuk
menurunkan Akseptor KB non MKIP (Metode
kontrasespsi jangka panjang)

« Optimalisasi peran kelembagaan dalam
pembinaan ketahanan kesejahteraan
keluarga

* Peningkatan Fasilitasi Pembentukan dan
Pembinaan PIK Remaja dan BKR

 Peningkatan penyuluhan tentang
pentingnya keluarga dalam kelompok
kegiatan( BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta
penguatan 8 fungsi keluarga.

o Pengembangan model kelembagaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga

« Peningkatan pemahaman remaja tentang
kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga

« Peningkatan akses dan pelayanan
informasi program pembangunan
keluarga kepada masyarakat.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Tahun 2016 - 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Pengendatian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
uraikan sebagai beriku :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

[»2]

0

1.

00N swN

e L e el )
Lo o B N FU R N T

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan lasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor

. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga

. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minurm

- Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

- Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.
2,
3.

Kegiatan Pengadaan Meubelair
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.
2.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari — hari tertentu

D. Program Peningkataan Kapasitas Sumber Daya aparatur

m

m

1
2.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang —undangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Dokumendan Laporan SKPD
3. Kegiatan Sosialisasi Kinerja Program SKPD

1
2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (1.11.XX.16}

Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (16.01}

Fasilitasi Pengembangan Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan ddan Anak
{P2TP2A} {16.02)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak {16.05)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (16.08)
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Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2016 -2021
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau E

5. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Permasalahan Anak (16.....)

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Perlindungan Anak terpadu Berbasis
Masyarakat ( PATBM ) (16....)

7. Kegiatan Fasilitasi Pusat Layanan Autis (16..:)

8. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Berbasis
Hak Anak ( 16. .....)

S. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kabupaten/Kecamatan/Kampung layak Anak (16....)

10. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Pukesmas ramah Anak (16.....)

11. Kegiatan Pemenuhan Hak Anak (KHA) (16....... )

12. Kegiatan pendataan dan pengolahan data profil Anak / Organisasi Anak serta potensi Anak (16....)

G. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuandan Anak (1.11.XX.17)

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah(17.01)

Kegiatan Sosialisai dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (17.05)
Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (17.08)

Kegiatan melaksanakan koordinasi dengan Lintas SKPD untuk pencegahan Trafficing dan KDRT
(17.....)

ol SR

H. Program Penigkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan(1.11.XX.18)
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (18.01)

Kegiatan Bimbingan Manjemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (18.04)
Expose Peningkatan kualitas Perempuan dalam pembangunan (18.05)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan (18.06)

Kegiatan Pembentukan, pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima (18.06)

Kegiatan Peningkatan Motivasi Perempuan Lansia dalam Pembangunan (18.07)

AR AL

I. Program Keluaga Berencana (1.12.XX.15)

1. Kegiatan Penyedianan Pelayanan Kontrasepsi KB dan Alat kontrasepsi (15.01)

2. Kegiatan Pembinaan Klinik KB (15....)

3. Kegiatan Sosialisasi Jaminan Pelayanan KB, Klinik KB, Dokter Praktek Swasta dan Bidan Praktek
Swasta ( 15.....)
Kegiatan Pendamping DAK BOK ( 15.....)
Kegiatan Penyusunan data dan informasi Pembangunan Kependudukan dan KB Berbasis IT (15....)
Kegiatan Penyediaan Saranan, Alat dan kelengkapan Kerja Tenaga PKB/PLKB dan Kader KB (15 ...
Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Peserta Program KB (15....)
Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pergerakan masyarakat ( 15.....)

ool ;e B

Kegiatan Penyuluhan KB dan Penguatan kelembagaan Kader KB ( 15.....)
10. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk (15.....)
11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga ( PKB/PLKB) (15......)

J. Program Kesehatan Reproduksi Remaja(1.12.XX.16)
1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)(16.01)
2. Kegiatan Pembinaan PIK Remaja dalam Membangun Keluarga Sejahtera (16.02)

k. Program Pelayanan Kontrasepsi (1.12.XX.17)
1. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB

I.  Program Ketahanan daan Kesejahteraan Keluarga(1.12.XX.24)
1. Kegiatan pembinaan dan Evaluasi, Kelompok UPPKS (24.01)
2. Kegiatan Penilaan Keluarga Harmonis dalam membangun keluarga Harmonis (24.02)
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3.

Kegiatan Pembentukan ,Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB,BKR,BKL (24.03)
4.

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. (24.04)

62



¥9

-'000°58F'5LT 48T |-'000°000°0b 05 |-'000°005°9€ 9% |-'000°000°€E Zr  |-'000'S66°0F £ [-'000'066'+T 43 yeng nyieqad eliay
ip BueA eli>y | umejesad ueyeqlad
uejejesad yejwng ese[ uee|psduad
-'000'p£8°59 989°T{-'000°000'9T 0st [-'000°000°'+1T 0T+ [-'000°000°ZT 008 |-'000'HE8'9T Z6b |-'000°000°L bE 44 yeng
Yisiagquiad ueyeq | Jojuey| Leyisiagay
uep jejy Yejwng| esef uee|paAuad
ebuenay
-'0€L'069° €65 216 |-'0EL9T6ZHT Z61 |-'000'4Z6°6Z1 Z6T |-'000°ET1T'811 08T |-'000'696'66 081 |-'000'89£°20T 89T 891 80 |sensjuiwpe esef uebuenay
ueeipaiuad uejng |sessiuowpy
Bueso yejwnp|  esel ueepaAuag
“9Z960K'SRET | 09TZ |-'092'50b"09E 6+ |-9L6°Eh9’LTE 8% |-'000'958'262 zer |-00ebbzssT 96€ |-'765'652 b1 73 1€ | uengaun i
: eleyljadis) Bued|  seuip ueesepuay
|euoisesado / ueuszpad
Seulp ueelepu)| uep ueeseyiPwad
yejwnr|  esel ueeipaduag
st
-'£02°065 04k 09 |-'000°000°00T Z1  |-'000'000'56 Z1  |-'000°00S'€6 Z21  |-'szoebTiom A S B 74 & 021 4 4 ug dte edep Jaquins sy uep
‘isejunwoy|  Jje eAep Jaquins
esef uesedequad ‘IseIunWoy
uRNg Yejng| esel ure|paAuad
EIpIsaL
-'008 Eb£'9T 0062 |-'000°00Z°F 00Z |-'000°006'€ 059 |-'000°002°E 009 |-00S'EbP'E 0SS |-'000°000°2 oot 00§ iq Bue sog JeInAtaw
epuag yejwng| 3eins ueeipsiuad
)ieq uebuep uey|esafassay
~0TT'SLT'OE6'L | 00T |-'O6+'ZTT'TY96'T | OOT |-'646'L9T'6LL'T | OOT |-'00S'EPS'HYO'T | 00T |-'86L'€0LWLb'T 00T |-'£SE'[£9'690'T oot | ol'ss % 1uekepin doquey |Bued ueiojueyiad
Buek |jeusaquy Isens|ujwpy IsesiulLpe jese ejep seulq |eusagu]
i@y Jun ueuedejed ueuedejad uep |emebad | ueueke seyjeny
asejuesiagd weiboig ISRIUISIAY | ;yep eAueipasia) uepeBuluayy
dy Jebiey dy FETITY dy jebiey dy j=buey dy jabuey dy jabiey
1202 0zoz 6102 810z 102 6
eljsUIY APy abie (3ndyno) ueeiBay
Ll L unyej unyey unyey unyej unyej 9102 Lep (sweayno) ueeiBay ueseses
qeme( m__E”_.M UBMES | eiBoug ebaupy uep weiboig JoyexIpur HRieses uenfny
-BunBbueuay B o IEIpuN Jojeyipu
yessep uﬂv_ocw._on ueeuepuaq mjbuelay uep wel g ELIDUDY uum._mk
eliay yun
TZOZ P/s 9T0TZ unyey uajednge)
neioag .._On__ﬂn_zn_mv_ jeuy :ﬂ@::ﬂ:_tﬂn_ uep :M_..QEU._OE :ﬂﬂ>ﬂEgE0ﬁ umzﬂucﬂuﬂm
ebienja)y Hnpnpuad ueljepuabuad seuiq Jeyipul ueeuepuad uep ‘ueseses yodwoay ‘eliaurny Joje)ipur ‘ueje|ba)y ‘welboid eueduay
19 I°qel
_‘NON J —.DN nelag cmwmasnmv_ yeuy Cmmczbc_twn_ uep :mzn__..cw._m& cmm>mb._wnc._0n_

‘eueoussag eblen|ay| ‘Ynpnpuad ueljepuabusd seuiq sibajels eueouay




99

yesep Jen|
, , 06 sb ok bE 129 zr e FRnsUGY LMD Hessa
-'96€°666'00£'T 112 |-000°000"05% -'000°000'00% -'000°000°S8€ -'696'666 LT ~'LTh'666°06T {seulpiooy jede| e 3y jselNsUOY
ueeuesie|ad uep |seu|pJooy
11eY Yejwng jedeljedey
nwej uep jedes
-'000'1£8°8%S 1T (-'000°000°T21 op |7'000°000°0TT ge |-'000°000°001 0f -'000°186'6€1 99 -'000°068"££ o Fa ey WU uexew Jojuey wnulp
1|eX Yejwng | ueely ueepauag
094'S uefuepun
-'000'056°LE -'000°000°6 ogop |~ 0000006 ogor |~ 000°000'6 ogor |~ 000°000°6 oggr | 000°0S6T 0L 21 dx3 - Buepuruad
ueloy ueimesad
ueuebBuepsg uep ueeseqg
yejwng| ueyeg uee|paiuag
ianet /7 e v | PoRn—— T i T
005°£Z6°19 000'005°TT ge [*000°000°TT 3 00S 0T 5z 000'586°62 2zt . zt s ueseipas 1p Buek ebbuey
efbuey yewn yewny uejeje
ueejelad yejung 134 uee|paAuad
Bipasia)
BA 1ojuey
-'000'2E5 L1 05 [-'000°005°£S 91 |-'000°005°ZS ST |-'000°2EL ¢k 11 |-'000°008'6S ] wn uedeyBuapiad Joquey
uejejesad uedeyBuajiad
ueeipaiuad uep uejejeiad
yejwng ueepaiuag
-'000°£6£°8€ ¥€9 |-'000°005°6 SkT |-'000°008'8 obT  [-'000°000'8 0£T  |-'000'£66'6 s1Z  |-'000°005°Z b [4 yeng elpssiay| Jojue) ueunbueg
Bued yusi| ueBuelauayg HuIs
1seps! uauodwoy | |sejejsu] uauodwoy
ueejesad yejwng uee|paiuag
. ueepuebbuad
~'006'052°€91 80°S¥T [-000°006°Zt 000££ |-000'000°6€ 0S€ | ~'000°005" 0000€ |-'000° T8’ HLTT |-'006'686'0T 9EDZ ) o uep )
0£E | -'000°000°6 00 000°005°SE 00E P8PE 006 uep piIf‘Adod| pueseg ueepaiusy
0304 yejwing|
) . : / ) Ejpasia
-'005'86+ ' TET 9281 |-'000°00£ 62 509 |-'000°000°Z 0ss  |~'000°008'+Z 005 |-'000'666'62 SL |-'005°666'61 9% yenq Buek Jojumy o3 S
slinL ey Yejwng 1e)y uee|paiuad
dy 1ebuey dy BELTT dy 1b.ey dy ebuey dy jebuey dy jobuey
1202 0zoz 6102 8102 L102 B
ensuy Ay 3ebue (andyne) ueeiBay
b = unyey unye| unye|. unye| unyey 910z uep (sWwonne) LejeiBoy ueleses
|lemy uenjes ueleseg uenin)
qeme( sipuoy weibouq elizury uep weibolg Jo3eyIpur
-BunbBBueusy Joyyipur
yessep JmyBuessd UBBUBPURY eyBueia)y uep welbold eliaupy 1a61e)
elay yun
1202 2102 nesag usjedngey yeuy uebunpuipad uep uendwaied ueekeplaquad

‘eueoualag ebienjay “Ynpnpuad uellepusbusd seuiq sibsjeng euesusy




99

~'000°000'0€ 00T (-'000'000'0€ 00T (-'000°000'0€ 00T |-‘006'EZE'TY 00T - - esejuesiag weibold| SNd sseuesiad|  eAuebual|  uepeyBulus)y
T eAuuedeyBua|ey muspa
Ve 89 |-'000'000'26 19 |~'000°000°0€ oz |<000'000°01 o |-'000o0ss g s euasaq| HEY - ey snsnyy
snsnuy ueteyed ueieyed ueepebuag
Auuedebuajay
-'000°005" eAuuedeybuaay "

QUL YT | -‘o00°0002€ 19 |-ooo'stzz 19 [~'000°000°0T 19 |-'000°005' 89 - Ii#5 oSt ewasaq seup
ueieyed yejwng ueeyed ueepebuag

seujp

e & ugjeyedioq

d|

-‘000°000°'SL 00T |. 000" g o B i 6 |- P TR e ueujidis|pey

‘000°000'0z 00T |-'000°000°0Z 9796 -'000'000°0Z 65'T6 |-'000'000°ST L S0'e8 v umapEye
1mjBup| anjesedy ujdisig
ejel-ejey ummjbujusg
esejuesiay wesboig
it g e — W - wun eseyipdiay Joquey
000'ShL 92 (4 000°000°0ZT Z 000°000°07T T -'000'000°£0T Z 000'StL'68 £ Buek scquey|  Bunpas g /
/ Bunpag yejwng| upny ueeseypwag
y |euoisesado [euosesado
~'000°000°STT 9 |-'000°000°0k z  |“oo0'000°0r z |-'000000'sE z < : wn /seuip| / seuip ueeiepuay
uesepURY| YejwnL ueepebuag
-'000°005°ZZ z1  |-'00000s°L £ |-'000°005¢ € |-'000'00s'¢ 3 - - Bn BRI
JlefRgnaly yejwng ueepebuag

[euiequ) efiey

3un eped yjeq
-000'S b7 [ —— i e o R, _ 1sipuo)| ueBuep Jimelede
000'SPZ'00S oot 000'005" b+ T 00T |-'000'00S'PET oot 000'00S°TET 0ot 000's¥L'68 00T 00T oot % s y o
uep eueses uep eueies

uesoquesad
-'09£'¥19°L06°T 00Z |-'000°00S° L9 891 |-'000°000°5Z¢ 95T |-'000°00b"98E #b1  |-'000°ST6'90€ 21T |-'09s'66L T2E 741 21 g0 SIRY [ JOJURY | UBIOIUBIRY SIUYRL
Isesiuiwpe esel / 1sensiuwpy
ueeipaAuad ue|ng eser uee|psiuag

Bueig yejwng,

yessep wejep
0g1 ss1 0sT 20z et z1 ey PRy rsiioy uep Hmap
-'000°S0T #1# €64 |-000°000°00T -'000°000°06 -'000°000°08 -'000°SS+'LL ~'000°059'99 Iseulpiooy jeded| wejep 2y jseynsuoy
ueeuesyejRd uep 15BUIPI00Y
e Yejwng Jedesqedey

dy bie} dy 1abuey dy 1a6uey dy yebiey dy yebiey dy ebuey
e —— 1202 020z 6102 8102 L102 : (andino) umeiBay
— s~ i e — wmzmﬁ uen g (i) ueze By e uese uenfn
qeme( ! :M 1es weiboid eliaury uep wesbold Jojeyiput i L
-BunBbueusy R go. . isipuoX J03ipuy
yessep JeyBuesad ueeuepuad ejbuesay uep weibolyq elisuy jebie )
eliay yun
LZ20Z- 2102 nesag usjednqey| Yeuy uebunpuipad uep uendwaled ueeAepiaquiad

‘eueousisg ebienja)y npnpuad uellepusbusd seuiq sibsjens euesuay

Bunoyuow
uep uesodejad
‘wesboid
‘ueeuesuasad
ueunsnAuad
sejiemy
eAuyebuiuajy

Qs isuajaduwioy

uenfny




69

Frarmnns T i U——— e selwsang uep ISeOARY URp
- SD DN - - - -
000 081 000°000'S 09 000°000°S 0§ 000°000°§ oF 000°000°'S 0€ YeloYSS yejwng| [ses|jesos ukeiBey
(00s) Aoy
(002) (009 (009) ewey () sede] eAjoy
-'8SET6L TR T eApuiN | -‘000°000°005 eApuIN | -'000°000°05# JeApey | -‘000'000"00% eApe|y | -'858°'Z6L TET eld ewmeld IoiBuiad Heuy seuy yedeq e30) / usgednqes
\_ yede| usjedngey Jeuy yede| ueeder 3exbuyl |sequaa|duwy
weiep jbujiad | usedngey ueje|Bay sequasold(y| eAueBuuRl(E
Neuy yey
siseqaq (Yovdsnd)
A |erersozort 0005 |-'000°000"0SE 000§ |-'000°000°00€ 0005 |-'000"$8L'Z82 000+ |-'00T"£68'69C 00E |-'£T2°000°00Z iy
2 4 00€ VOV ueelefepquiagd Jeuy uep
Bueig ueueAE]ag jesnd| uendwalagd eped
umyedupusyy ueepBequiaiey | ueseJN@)Y SNEEY
Suey ugjenbuagd ueyebedusy
Bueig) qepuing | |sedised umeBay|  Ismuasold (¢
|senjeAdsa)
-'000°000°ST T |-'000°000'S T |-'000000'S T |-'000000'S T 3 uep suigRL
suny ueuede ynusqia) sany
jesng Ip BueA spny|  ueueueAe Jesng
ueuede Jesng|  1sejsed umeIBI)Y
(Welvd
) imjesedsely
siseqiag npedis )
-'000°'000°02 00§ [-'000°000°6 001 [-'000°000'S 001 |-'000°000°§ 001 weuy ueBunpuiag
-'000°000's 00z - Buei ueeeBRWIEH
uebuuer
ynepa) Bued uep seyisedey
JjeieAse edeg ueyeybuiuag
13quIns yejwing uejeibay
iepues
-'000°000°'s 00T |-'000°000°§ 00T |-'000°000'S 00T |-'000°000'S 001 lensas jueAepay
— BueA ueseiayay
000000702 001 % UBGIO)Y YeuR NJEQ | Yeuy URyRjesEULIZY
snsey uep euse| Ise3)]IsRd URp
SNSEY ISEIUISIDY|  |SENOAPY umeiBay
-'000°000°'ST [ 74 MeUy ueq Japuan Heuy uep Japus
-'000°000°S 9z |-'000°000°S € |-'000000'S £ % yejid e3ep wajss|  (seuLIOjU] Wals|S
pyjiwaw Bued uebuequabuagd
Ad0 asejuasiag ueeiBay
SYdd INfePW
dy Jbuey dy 3obuey dy by dy ebimy dy Rbigy dy 1buey
1202 0202 6102 8102 £102 O LBHIBS
B1SUSY Ly 9Bk ooy ungey unya) ey, unye) s10z Q_HN_J?V E“.H.o uu_ oy —
qemel M.__u”“.v. UEMES | wesboid efieury | uep weibosg Jowypu] Hris ueniny
-BunbBueuaq Joieyipuy
eseep yeiburied ueeuepuad ejbuesay uep weiboid eliaury 3ebie)
eliay aun
LZ0Z- 210Z nelag uajednge)| yeuy uebunpuipad uep uendwalad ueeleplaquied
‘eueousiag ebien@) ynpnpusd uelepusbusd seuiq sibajens eueouay




0L

ueyejbuluag uep uBsRIDR)
uebunpuipiad|  yepuil depeyia)
~'000°000°06¢ 00Z |-'000°000°0ST 0s  |-'000°000°00T 05 {-'000°000°0£ 05 [-'000°000°04 0s - Bueig Jedepuatu uendwaieg
BueA uendwasad | ueBunpujjag ededn
yejwng|  |sejyisey uegeiBay
uendwiaiad
elisy ebeuay uendwaiag
uebunpupad eliay ebeus)
-'000°005°25 092 (-'000°SZT'ET 08 |-'000°SZ1°E1 0L |-'000°SZT'ET 09 |-'000°sZT'ET o5 |- - Bueig ueyefiqay ueBunpulag
1SENOAPY uexefigay
uep |sesijeIsog ISEOAPY UBP
B}as534 Yejwng| (ses||eisos umeibay
euedUaq yeizeeq
jsemyis eped 1P uendwaiag
-'000°005'25 SL |-'000°SZT'ET 0SZ |-'000°SZTET 00z |-'000°SZT'ET 41 |-'000'SZTET ost - bueip uenduJad ueBunpuag
ueBunpujad ueyefigey
uemueg ueeuesye[dd
eAuesyepa) ueze|Bay
yeue
\ueAej jp Bued| uep uendweieq
uesesaye) | ueBunpujpey uep
-'000°005'4tS 00T [-‘000°SZE'68T 00T (-'000°'SLE'6ET 00T |-‘000'SLE'60T 00T |(-‘000°SLE'60T 00T |- - = %o uegIo) dnpiy sejjjen)y
uendweaieg uejeyBujuag
ssejuesIag wesboid
yeuy [suajod Elep
epes |sesiuebio
AR T T T— — Meuy (joid
-'00'000'02 i -0007000°s T |-'000'000'S T -'000°000'S T =000°000°S (] - ©ep ueye|obuag
Aeuy ye|id uep ueeejepuad
ejep pAuBIpasIa] uegeiBay
u
= eyeun|ay'bundwe
- Wuejewesay'qey
-'898°TISH L1T°T ¥  |-'000°000°0S€ $E  |-"000°000'00¢ €2 -'000'T00°4L2 £ -'895°98%"611T 4 -00E'¥96'0L 4 “euy
wnJod 1senjeas
yeuy wruo4 | Uuep ueRUIGWaY yeuy
‘ueynuaquIag NeH ueynuawagd
SeWsSMHng Aeuy
JyE|ONeS Yeuey sewssysng
uep yeuy
jeue yewel yewey yeioxas
dy wbimy dy 33buey dy biey dy wbiny dy 1biey dy 106113
1202 g0z 6102 BI0Z L102 (andyno) ueeiBay
BASUIY Ay Jeble ) unye). unyey unye) unye, unye) 9702 D (oo, 8o ikivE
|lemy uemeg P (mucxyic) UERCaN S ueleseg uening
qemel vy we.bBoud eliaupy uep weibold 1o3ey|put :
-BunBbueusy i i el - Joyexyipur
yessep jeyBuessd ueeuepuag ejbuesay uep weiboig eliaupy 3ebse)
elay 3un
1202~ 2102 nelag usjednqgey yeuy uebunpuipad uep uendwsalad ueekepiaquiod

‘eueduaiag ebienjay “ynpnpuad ueljepusbuay seulq sibsjens euesusy




TL

Bupopuowzy
uep
-'000°09L ¥R ¥2  |-'000061°1Z $Z |-'000'061°12 £ |-'000'06T°T2 € |-'000'067'1Z x4 - Isenjeaasa) BueA
1ses uefug | #PMe uendwaiad uesodejag
|sesjuebuip uep |senjea3
yejwng| Bupojiuoly ueybay
ueunbuequiag
wejep
uendwaiad
-'000°' 1247281 Z |-'000°000°051T z |-'000°000°SZT Z  |-'000°Z0€00T 4 -'000'850'2¢ [ 4 Z ) e SEjRey ueunBuequiag
ueebujuag wejep
esodx3 | uendwaiag seyjeny
eAueuesyepa | | ueeybuiuay ssodxg
Byesn
ueejoppbuad
wejeep eyesn
S A [— R R . B uswabeuey|| eyesn ueejojabuad
000°005°ZS ovE |-'000°s2TET 01T |-'000°SZTET 00T |-'000°SZT'ET 0L |-'000'SZTET 09 ueio S DN S I
anyBuaw \Beq eyesn
BueA uendwaiay uswabeuely ue
yejwng|  Buquig ueeibay
ISenjeAs.y
uep euigssy uenduaiad
-'000°£0€'095°T +Z  |-'000°000°09% +Z  |-'000°000°05¢ ¥z |-'000°00Z'9TH B [-0002Lb iz 14 £2 isesiuebig | Bued uendwaiag |sesjuebio
|sesjuefio ueeu|quad
yejwng uegeibay
ueunbuequag
wejep Jepusn
Jje Bued ueeie}asa) |
-'000'€0S"1ZY'T 00T |-'000'S0S'ST8 00T |-‘000'STE'609 00T |-’000°£18°'0SS 00T |(-000'SS0'8LE 00T |-‘D00°T08'L9 oot " % uendwalad| uep epes ueied
1sesjuebio ueyeyBujuag
uednye) wesboig
ueyipebuad |p
uexysmnd Ip yer=3| LyaX uep Buiiyes)
Bued | ygy uep yefizouaw
-'000°005°2S 0ZE |-'000°SZT'ET OIT |-'000'GZTET 06 |-'000°GZT'ET 0 |-'000°SZTET 05 Bueip (0ddy) bueig|  ymun qdo seu|
uebueBepiag| webuap |suipiooy
eUEpId YepulL ujRUSYRRIY
snsey yejwng ueyeiBay
ueseiayay
uequoy
uendwsiag
seyisedey|
dy w618y dy wbuey dy 12b.ey dy jabuey dy 1618y Je6uey
ensuay Apyy J96se) 1202 0zoz 6102 8102 L102 (incno) ueeibay
unyej unye| unyey unyey unyey wa.wsou e uep (swosno) ueyeiBay ueJEsES . —
qeme( ! :M S weibold eliaupy uep weiboly Joyeypuy eses L
-BunBBueusy ” 5 Py soypuL
yesaep JexBuessd ueeuepUIg Eybuesay uep weibolq eliauly 3ebie)
eliay yun
LZ0Z- 2102 neiag uajedngey yeuy uebunpuipad uep uendwsalad UeeABpISqUIS

‘euedusisg ebienjay| Hnpnpusd uelepusbusd seuiq sibejens euesuay




L

ue aPjeid uepig
A Tty e FR— i 2d/Ises||eisos Uep yield ip
-‘000°056 o1 - o 1 - T - Bue Haey
056'5b9 S9 000°000°0ZZ 0Z |[-'000°000°002 ST 000°000'S4T S 000°056'0S S le] nmyBusw| gy Uiy 15eq gy
BueA sayseq| ueuedejay ueujwer
Uep g) YIUI | ueyye|ad/isesiieisos
seBnjad yejwng uejeibay
/il
~'000°€98 Lk 42 |~'000°000°051 ¥2  |-'000°000'521 2 |-'000°000'001 ¥Z  |-000'€8%'65 2 - Ay @[ D} ueeLiqung
Nl eAURLIGID | uee|bay
un{siw
ebienjay |beq
-'000°000°098 €1 |-'000°000°062 €1 |-'000°000°052 €1 |--'000'000'5tZ or  |-'000°000°5¢ or - 53y ) ueuehejg|  isdesenuoy 38y
uexpedepusw |  uep gy ueuedejay
BueA ueyeweday ueeipaAuag
yejwng uejeibay
DI(¥dD)
|sdsaseljuo)
. , . . . urje)RWEY
LL S6'9L £0'9L v8'SL 99'sL SL'PL | S9'EL % amieieia euesURIRg
eBueniey
(ynuadisy urUEAE] 5INY
-'000'v95'68L'0Z | 6 |-'000°000°S0L'S 6 |-'000'vLS'8TS'Y 0T |-'000°LET'686'Y ET  |-'000'659'9S0'Y ST |-'000'v68'0TS'T 8T 114 % yepiL Bued Anprpuey uegEyBuuap(s
) ueymng PE  ueynqunued| oy g) epesad
M) peeN 1pWun ebienje) nfeq Ipeluaw sngd
uedmjen wesboud| eAulepusyia)(s| ueepesInyEN(y
ueunBuequad
wejep ejsue|
e uendwsiad ueunBuequad
-'000°09,'8 01T |-'000°061'12 S€ |-'000°061°12 0f  |-'000°061'12 sz |"000061°12 oz - Bueip |seARoWaW wejep eisue
jbues| uendwalad 1SEAROW
wejep eisueq ueyeBujuag
eAuBUIGR) ueeibay
uejeLIeIRy el eSa(Q
-~'000'SER'BbE 81 |-'000°000°0ST 81 |-'000°000'00T 1 |-'000°000'0S 9 |-“'000'0£0'€Z Z1  |-'000°508'SZ 81 81 seduiojy 1P BWld |2poy 1senjeA3
esa(] 1senjeas uep ueeLIgIRd
uep eAueujqa ) uegeiBay
dy wbuey dy eI dy buey dy 1bury dy 1biey dy Phiey
1zZoz 0zoz 6102 8102 102 d B
Uy 4 e (3ndino) ueeibay
EASUIY -1y 190.e L unyey unye] unyey. unye. unye) 910z uep (3uwoxno) ueyeiBay ueleSES
[BMmy uenes UeJeses uenfng
qemel {spuoY wesboid elisury uep weiboiq Joyeipuy
-BunBbueuag it Jo3eIpu]
yessep yyBursd ueeuepURd BYBURIIY Uep weibolg eliaupy 1961
eliay yun
LZ0Z- 210Z neleg usjedngey) yeuy uebunpuipad uep uendwaiay ueedepiaquiad

‘eueousisg ebienjey Ynpnpusd uellepusbusd seuiq sibsjeng euesusy




€L

(3m ) seynp3
-'000'562" L2¢ D€ |-'000'000" 0£ |-'000°000°51 0g  |-'000°567" 0 -'000°0$6" £1 1 83 Bundwey VRIS
£ 002 000°S£ 000°562°92 £ 056'SZ #1 o sexjLnwoYy
Bundwey yejung| ‘sexoapy ueeibay
) 1epey uep
(8dnd/avd) ebeua)
e cassy w9 Lo L1 (O—— =Tl ey S eliay uedeybus)

000'000°02T Jaun |-000'000°0€ /un |~'000°000°0€ g1/ |7000°000°0E o5 o7 /|~ '000°000°02 wSo1/ Ho N.%h.“
891 43 Nz wnze wn e #®sAIUn e uap| feuedes ueeipoAuag
1D ueeipsAuag uege|bay
11 siseqieg
euesualag ebuenjay
uep ynpnpuad
-'000°000'56 T - = = -'000°000°52 1 -'000°000°0£ & Hn YsqRM {seuLoul aseq
jeybuesad|  ejeq ueepaiuag
eAueIpSsIa) uegeibay
n eueduasag ebuenf@y
-'00"000°SST ) uep| uep ueynpnpuaday
9. [-'000°000'SE ¥2 |-'000°000°S€ #2  |-000°000°SE 2 [-'000°000°0€ £ |-'000°000°0Z T - “den uexnpnpuada) ueunBuequiad
ueunbuequwag ISeLLIOJUT
ISBWIOJUT UBP|  ejep UBUNSNAURY
e3eQ RAURIPRSIT) ueeifay

ujeweday
£1 1P YISy Aisid WvQ
[ I A A P y Mva uep g 08 uep gy 08-3va
000'000'969 €1 |-'000°000°052 €1 [-'000°000°002 €1 [-'000°000°08T €1 |-'000°000°09 €1 T Rt WQ ueeibay ueBujdwepuag
eAuBuminpia uejeibay

) J2q jey wejep
IjeRAsel | (fisid UON Hva) @)
-'000'¥80°069°01 06¢ |-'000°000°005°2 06E |-'000'0L0°9LET 06€ [-'000°069'860°E 06€ |-'000°064 L6b'T +  [-'000°0£5°L12 14 uegeiBay) ey ehuiuedepsa ] | [euosessdg uemueg
(yisiy
%va ) 83 yniniuad
) ueleseld uep BUBlESEIH UEP
-'000°249°bH0°9 9 |-'0000°000°000'Z z |[-‘000°005°£10°T 1 |-'000°2Z52°6£6 T |-'o00'980°290°1 I |-'000°bE8'S86 1 nn BUBIES UBWNG| BUBJES UEE|PIAUIY

dy je6uey dy ehiey dy 1biey dy 1ebuey dy yebiey dy 1ebiey
1202 020Z 6102 8102 L102 d B
eRSURY JILpyy 3eb.e. (3ndyno) uegeibay
i + unyet unyey unyel unyeL unyel 930z uep (awono) ueye|Bay| ueleses
lemy uemes ueleseg uenfn]
qemel sipuoy weiboud elizupy uep weibolg loyeyipu)
-BunBBueuag Jopeyipuy
S ueRURpURY BBURIA)Y UEp Weibolyg eliauly Jebie|
eliay Jun
LZ0Z- 2102 nejag usjedngey Jeuy uebunpuipad uep uendwsaiag ueefeplagwad

‘Buedusaleg ebienjay| ynpnpusd uelepusbusd seuiq sibsjens BUBOUSY




vL

1=y buuRly
> - eleway (ardt)
o e/ - B - - Bu
000°Z£8°0FT SZT |-'000°90£°SE 09 |-'000'¢0Z'SE 09 000'+0Z'SE 59 000'85T'SE 05 L] 19inposday|  efewss pynposdss
uejeyasay Uejeyasay
uenyeyabuag|  Bueusy Iry uep
yejwng| isexoapy uejeiBay
efewesy
ynposdey
uejeyesa))|  (yu)) efewey
-'66L°TTT'OTL'T | 00T |-'D00'90E'SEE 00T (-'000'v0Z'S8Z 00T [-'000°097'69Z 00T |-'66¢'9L5'0VS 00T |(-'00E'996'S6T 00T oot % IseuLIoju] Isynpoidey
ueurirag urjeyesa)y
uedmyjen wesboid
) [sdesanuoy|
-006°621°65€ - - - ~'000'896"602 885 |-'006°191°6b1 001 % % ustieseuey Isdasequo
ueueAejay uebueseway
eAeuesyena) | ueueAeay ueebay
J—— : ) g Pzl isdesesjuoy
'006'6ZT'65E 000'896'60Z SC | o6 ToTEbT v o5 % ) epesay ueuedejag
PsEjUBsIay weiboiy
aSidd Qidd Afxdd 0l D) epey
-000°000°0ST 011 |-'000°000°0% 01T |-'000°000°0b OTT  |-'000°000° 0% Qeidd |-'000'000°0¢ 4ope DA 9pey uep gX1d/ad
Hd ad aid (1141 0sT Uep (@1d/| ebeus) seysedey
ad /8id /eid a17d Did ) 42pey  [@dd) ebeua Was umeybuluag
o1 ot ot /ad o1 /ad 91 |- 2 /@d / 8d ehueyBuiualy uegeiBay
UejeLLIRIRY|
1P npnpuad “jnphpuad
-'000°000°00T 0z |-'000°000'sZ s |-‘000°000°s2 s |-'000'000°52 s |-'000°000°5Z 5 - Iex ueyjepuabuad ueyjepusbuad
wesboud weuboud
uep ueyefigay uep umje(qay
1sesijeisog | |sesijejsos ueeBay
b}
-'000°000°0Z 1 08t |-'000°000°0€ 0zt [-'000°000°08 0Z1 |-'000°000°0€ 0Z1  |-'000'000°0€ ozt Bueso ) opey| Jopey| ueeBequiaiey
| ueebequiaj@y uejenbuag
uejenfiuad uep| uep gy ueynjniuag
) ueynniuag umeibay
Mid/Uiod/INL
) uep 59y jeyeleisely
~) ueuedejad ueyesbiag
-000'000°00T 0z [-'000°000°6Z 9 |-'000°000°'52 9 |-'000°000'SZ 9  |-'000°000°ST 4 Bundwey Bumjnpuajy uep [sowo.y
ueyesabiag uegeybuiuag
uep 1sowo.d uee(Bay
b ]
Bundwey yyeasy
dy buey dy buE) dy wbigy | dy Jebuey dy 326uey dy =bigy
1202 0zoz 6102 810z £102 ndino) ueyeBs
ensuay iy 396ie) s ] une e ] 9102 ( 169
| enir — uep (awono) uee|Bay ueieseg i "
qemef sipuoy we.boly eliaury uep weiboiy Jojey|pu] RS uenfn,
-BunBbueusy Joyeyipuy
yesoep JeybuBind ueeuepuad Bxjbuessy uep weiboiy eliaupy ye6.e )
eliay yun
L20Z- 2102 nessg usjedngey| yeuy uebunpuiyad uep uendwalag ueedepiaquied

‘eueousiag ebienjay Ynpnpuad uellepusbusy seulq sibejens euesusy




SL

TIE I8 ‘g ebienjay
E— o J— P e Buidwepuag euiq yodwojy
000'9£9°0%T 0T [-'000°65T'SE Sk |-'000'651°S€E 0b  |-'000'65T'SE SE  |-'000'65T'SE i3 - Bueig eseus) Buiduepuad
eduyneps| ebeuy ueynepd
SenjeAasa] | g Uep yyg‘aNg

od
-'000°90¢ 80 5T |-'000°000°05T ST |-'000°000'00T ST |-000'017°28 EL  [-'000'965'9/ £1 - - Ao B BUIGISL| Yodwoay (senjeag
“nusqua) uep UeBUIqWag
Bued ig"yyg ‘uBimuaquRg
'a3g yejwng uegeiBay
siuouLIey
i s [ A— e F—— [Tor— | ebuenjay uerejiuag
000'9€9"0¢T Zz  |-'000'6ST'SE £ |~'000°65T°5E 9 |-'000'651'SE S 000°65T'SE ¥ _ uebuesed Po—— P Ueeuquing
_ uebuesed yejwng uegeibay
_ isenjenaip SHddn
N e Er— e rI—— [— uep euiqip | jodwoyay isenjeag
2S6'EST LS8 €1 |-'000°000"052 €1 |-'000°000°00Z €1 |-'000°€2T'SEZ €1 |-250'8p0'98 5 006'286'S8 €1 7 Yoduwopy Buek Sy uep ueeuiquag
, odwofsy yejwng ueeiBay
Af ueeisjyefes
) g . . o * . o g . o - . - - g = - g e IE!.._.!
TSE'TETLPS'T | 00T |-'0D0'BTEOLY 00T (-000'STE'0LE | 00T |-‘000'1SS'LBE 00T |-ZS0'Z96'ZET 00T (-'006'Z86's8 0ot _ % ebiengoy|  uep ueueyezoy
ﬁ asejuasold weiboiyg
664 BbE SRS T 8 |-'000°000°00¢ 6 |-000°000°052 | ¢ -o00sseese T s&  |o0g'996°s62 ¢ | Yoduopay | %48 UEANGEY| ei23els efieniay
7 1P ¥ MIdIsenjeas unBuequiaw
uep’ ueeliquag wejep eleway
‘ueymuaquag MId Ueeuiquiag
edueuesyepa) uegeibay
dy 126uey dy 1biey dy _ by dy 1ebiey dy Jbiey dy wRhuey
esisay ey by 1202 0zoT 6102 8102 £102 (ndyno) umeibay,
unye unyey unyey unyey unyel 910z uep (awozno) uezeBay Ueseses
MY
qemef _m__wcuz uenjeg wesBosy efisury uep wesBosy Jogeypug ueleses uenfn.
-BunBBueuay Jojeyipur
eivep yoyBuesod URBUEPUSY 3BuBIRY Uep weiboly eliaury ebie)
eliay yun
1202~ 2L0Z nelag usjedngey yeuy uebunpuiyad uep uendwalad ueehepiaquag

‘eueduaieg ebienjay ynpnpuaq uellepusbusd seuiq sibejeng eueousy




Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 2017 -2021
rFempergayaan Ferempuan gan Feriinaungan Anak Kapupaten serau

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

MEREAMAARA MMM ERAALE AR RN ELANRITAR F AR AEMNE TRIMIIRIA SR A RLA NS
DEMEITWAMITA) MR RNGM §AMATY M eENErIr VAN DAY MNENRMTWWITOMIY ArvAan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah
ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja
perivalyundil  dderdil.  1dikdlur  Kinigrjd  addidgil  dial ukur  unituk  eniigi- keveriasiiar
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik
dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci
dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah,
indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta
program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indilatar kinaria vana manaacy nada toivan dan cacaran DDIMD adalah indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPIJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPIMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja
indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah
selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kineria perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD
secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD
Tahun 2016 - 2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Target
No. ) Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
Indikator Satuan Awal Akhir
2016 2017 2018 2019 | 2020 | 2021 RPIMD
target | target | target | target | target | target
1. Persentase OPD yang sudah melaksnakan PPRG % 12,8 14,9 19 23 29 38 38
2. |Prentase Penangan Kasus Kekerasan pada Perempuan
g ke . % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
dan Anak
3. |Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) Claster | Pratama | Pratama | Pratama | Madya | Madya | Nindia | Nindia
4. |Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) % 73,65 74,75 75,66 | 75,86 | 76,03 | 76,95 77
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8.1

8.2

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun

2016 — 2021 adalah selama lima tahun Untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra
Tahun 2016 - 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada RPIPD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang
tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat
Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun
waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program
dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Perangkat Daerah, maka periu dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara
berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau
daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai
dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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2016 -2021

Lampiran 2A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana- Provinsi

No

UU 23 Tahun 2014

Sub Urusan

Kewenangan

UU No 52 tahun 2009
Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga

Sintesa Kewenangan

Indikator

Permasalahan

Pengendalian
Penduduk

a. Pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Pusat
dengan

Pemerintah Daerah
provinsi dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk.

Pemerintah provinsi
bertanggung jawab dalam:
a. menetapkan kebijakan
daerah;

b. memfasilitasi
terlaksananya pedoman
meliputi norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

¢. memberikan pembinaan,
bimbingan dan supervisi;
d. sosialisasi, advokasi, dan
koordinasi;

pelaksanaan perkembangan
kependudukan dan
pembangunan keluarga
sesuai dengan kebutuhan,
aspirasi, dan kemampuan
masyarakat setempat.

Pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah
provinsi dengan
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk

e Pertumbuhan

penduduk

b. Pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk
cakupan Daerah
provinsi.

Pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk
cakupan Daerah
kabupaten/kota

e CBR (Laki-Laki dan
Perempuan)

e CDR (Laki-Laki dan
Perempuan)

e Net Migrasi (Masuk
dan Pindah)

e Rasio antara
penduduk perkotaan
dan penduduk
perdesaan (Indeks
Primacy)

o Kapasitas daerah

« Banyaknya penduduk yang
migrasi ke kota akibat
faktor ekonomi

¢ Bonus Demografi
Pengembangan kapsitas
penduduk(pendidikan,

kesempatan kerja terutama

perempuan)

Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib
mengumpulkan, mengolah,

Pemerintah dan
pemerintah daerah
wajib mengumpulkan,

Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap

o Tidak seluruh
desa/kelurahan memiliki
data mikro
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2016 -2021

UU 23 Tahun 2014

UU No 52 tahun 2009
Tentang Perkembangan

Sintesa Kewenangan

(KIE)
pengendalianpenduduk
dan KB sesuaikearifan
budaya lokal.

kontrasepsi sesuai dengan
pilihan pasangan suami istri
dengan
mempertimbangkan usia,
paritas, jumlah anak,
kondisi kesehatan, dan
norma agama;

b. menyeimbangkan
kebutuhan laki-laki dan
perempuan;

c. menyediakan informasi
yang lengkap, akurat,

dan mudah diperoleh
tentang efek samping,
komplikasi, dan kegagalan
kontrasepsi,

termasuk manfaatnya
dalam pencegahan
penyebaran virus penyebab
penyakit penurunan

daya tahan tubuh dan
infeksi menular karena
hubungan seksual.

pengendalianpenduduk
dan KB sesuaikearifan
budaya lokal.

Aktif

Cakupan peserta KB

MKJP

¢ Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya di bawah
usia 20 tahun

¢ Rasio PPKBD

e Rasio PLKB

No | gub Urusan Kewenangan Kependudukan Dan Indikator Permasalahan
Pembangunan Keluarga
dan menyajikan data dan mengolah, dan Desa/ Kelurahan
informasi mengenai menyajikan data dan (indikator Kab./Kota)
kependudukan dan informasi mengenai
keluarga. kependudukan dan
keluarga.
2 | Keluarga Pengembangan desain meningkatkan akses dan Pengembangan desain e Total Fertility Rate Unmetneed tinggi
Berencana (KB) | program, pengelolaan kualitas informasi, program, pengelolaan (TFR) Pernikahan perempuan di
danpelaksanaan pendidikan, konseling, dan | danpelaksanaan + Persentase KB Baru bawah 20 tahun
advokasi,komunikasi, pelayanan kontrasepsi, advokasi,komunikasi, ¢ Unmetneed dikarenakan tekanan
informasi dan edukasi dengan cara: informasi dan edukasi e DO KB ekonomi keluarga
a. menyediakan metode (KIE) o Cakupan Peserta KB Masih kurangnya kualitas

dan kuantitas SDM
Tenaga Penyuluh KB
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2016 -2021

UU 23 Tahun 2014

UU No 52 tahun 2009
Tentang Perkembangan

Sintesa Kewenangan

program pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga.

melalui pembinaan
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

peningkatan
pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
yang ber-Kb

¢ Persentase kelompok
Usaha peningkatan
pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
aktif

No|  sub Urusan Kewenangan Kependudukan Dan Indikator Permasalahan
Pembangunan Keluarga
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan ¢ Cakupan KB Pria Rendahnya partisipasi
peningkatan peran serta peningkatan peran serta laki-laki ber-KB
organisasi organisasi
kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan
pelayanan dan pelayanan dan
pembinaan kesertaan pembinaan kesertaan
ber-KB. ber-KB.
3 | Keluarga Pengelolaan Pelaksanaan ¢ Cakupan PUS Masih ditemukan
Sejahtera pelaksanaan desain pembangunan keluarga Anggota Usaha Keluarga PS dan KS I

peningkatan kualitas anak
dengan pemberian akses
informasi, pendidikan,
penyuluhan, dan pelayanan
tentang perawatan,
pengasuhan dan
perkembangan anak

peningkatan kualitas
anak dengan pemberian
akses informasi,
pendidikan, penyuluhan,
dan pelayanan tentang
perawatan, pengasuhan
dan perkembangan anak

o Cakupan Anggota
Bina Keluarga balita
(BKB) yang ber-KB

» Persentase BKB aktif

peningkatan kualitas
remaja dengan pemberian
akses informasi,
pendidikan, konseling, dan
pelayanan tentang
kehidupan berkeluarga

peningkatan kualitas
remaja dengan
pemberian akses
informasi, pendidikan,
konseling, dan
pelayanan tentang

« Cakupan Anggota
Bina Keluarga
Remaja (BKR) yang
ber-KB

¢ Persentase BKR aktif

Masih rendahnya upaya
pelayanan dan
pembinaan ketahanan.
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en Berau | 2016 -2021

UU 23 Tahun 2014

Sub Urusan

Kewenangan

UU No 52 tahun 2009
Tentang Perkembangan
Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga

Sintesa Kewenangan

Indikator

kehidupan berkeluarga

peningkatan kualitas hidup
lansia agar tetap produktif
dan berguna bagi keluarga
dan masyarakat dengan
pemberian kesempatan
untuk berperan dalam
kehidupan keluarga

peningkatan kualitas
hidup lansia agar tetap
produktif dan berguna
bagi keluarga dan
masyarakat dengan
pemberian kesempatan
untuk berperan dalam
kehidupan keluarga

peningkatan kualitas
lingkungan keluarga

peningkatan kualitas
lingkungan keluarga

¢ Cakupan Anggota
Bina Keluarga
Lansia (BKL) yang
ber-KB

» Persentase BK Lansia
aktif

Pemberdayaan dan
peningkatan peran serta
organisasi
kemasyarakatan

tingkat Daerah provinsi
dalam pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga.

Pelaksanaan dan
peningkatan peran serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota
dalam pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga.

¢ Persentase
kecamatan memiliki
fasilitas pelayanan
konseling remaja

¢ Persentase Pusat
Informasi dan
Konseling (PIK) aktif

¢ Persentase
desa/kelurahan yang
memiliki Tribina
Keluarga Berencana

Permasalahan
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2016 -2021

Lampiran 2B. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana — Provinsi

| Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan vma_.u.«mo:nn_qwh_,.m ia
1. Kecenderungan Mengendalikan Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia | Peningkatan Penyusunan Program Keluarga
meningkatnya laju Rata-Rata Usia Subur yang isterinya di | Rata-Rata Usia kebijakan Berencana
angka pertumbuhan Kawin Pertama bawah usia 20 tahun Kawin Pertama | daerah dalam
pertumbuhan penduduk Perempuan Perempuan upaya |
penduduk melalui KIE pengendalian
2. Tingginya Indikator penduduk
Unmetneed KB tujuan: pada usia kawin
Pertumbuhan perempuan
penduduk Meningkatnya Unmet Need KB Peningkatan Pengembangan | Program Pelayanan
penduduk yang ber kualitas sistem distribusi | Kontrasepsi
TFR (Total KB pelayanan KB alat kontrasepsi
Fertility Rate) sesuai
kebutuhan
N masyarakat
Lemahnya upaya Meningkatkan Meningkatnya » Persentase Optimalisasi Pengembangan | Program penyiapan
pembinaan upaya keberdayaan desa/kelurahan yang | peran model tenaga pendamping
ketahanan dan pembinaan keluarga dari balita memiliki Tribina kelembagaan kelembagaan kelompok bina keluarga
kesejahteraan ketahanan dan | sampai lansia Keluarga Berencana dalam ketahanan dan | Program pengembangan
keluarga kesejahteraan pembinaan kesejahteraan model operasional BKB-
Keluarga ketahanan dan keluarga Posyandu-PADU
e Persentase Pusat kesejahteraan Program pengembangan
Informasi dan keluarga pusat pelayanan
Konseling (PIK) aktif informasi dan konseling
L | KRR

Urusan
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Lampiran 2C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Kabupaten/kota

UU 23 Tahun 2014

UU No 52 tahun

Sintesa Kewenangan

kabupaten/kota dalam
rangka  pengendalian
kuantitas penduduk

pengelolaan kuantitas,
kualitas dan mobilitas
penduduk

kabupaten/kota dalam
rangka pengendalian
kuantitas penduduk

Pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk
cakupan Daerah
kabupaten/kota

Pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk
cakupan Daerah
kabupaten/kota

e CBR (Laki-Laki dan
Perempuan)

* CDR (Laki-Laki dan
Perempuan)

o Net Migrasi (Masuk
dan Pindah)

» Rasio antara
penduduk perkotaan
dan penduduk
perdesaan (Indeks
Primacy)

NO ™ Sub Urusan Kewenangan 2009 Indikator Permasalahan
1 | Pengendalian Pemaduan dan | Perencanaan Pemaduan  dan e Pertumbuhan « Kapasitas daerah
Penduduk sinkronisasi  kebijakan kependudukan sinkronisasi kebijakan penduduk « Banyaknya penduduk yang
Pemerintah Daerah | diarahkan untuk Pemerintah Daerah migrasi ke kota akibat
provinsi dengan | menghasilkan rencana | provinsi dengan faktor ekonomi
Pemerintah Daerah | strategis untuk Pemerintah Daerah * Bonus Demografi

Pengembangan kapsitas
penduduk(pendidikan,
kesempatan kerja terutama
perempuan)

Pemerintah dan
pemerintah daerah
waijib mengumpulkan,
mengolah, dan
menyajikan data dan
informasi mengenai
kependudukan dan
keluarga.

Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib
mengumpulkan,
mengolah, dan
menyajikan data dan
informasi mengenai
kependudukan dan
keluarga.

Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap Desa/
Kelurahan (indikator
Kab./Kota)

e Tidak seluruh
desa/kelurahan memiliki
data mikro

2016 -2021




Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021

«

UU 23 Tahun 2014

UU No 52 tahun

Sintesa Kewenangan

No ™ Sub Urusan Kewenangan 2009 Indikator Permasalahan
2 | Keluarga Pelaksanaan advokasi, Penyuluhan kesehatan | Pelaksanaan advokasi, » Total Fertility Rate s Unmetneed tinggi
Berencana (KB) komunikasi, informasi reproduksi dilakukan komunikasi, informasi dan (TFR) e Pernikahan perempuan di

dan edukasi (KIE) oleh tenaga kesehatan | edukasi (KIE) « Persentase KB Baru bawah 20 tahun
pengendalian penduduk | dan tenaga lain yang pengendalian penduduk s Unmetneed dikarenakan tekanan
dan KB sesuai kearifan terlatih dan KB sesuai kearifan e« DO KB ekonomi keluarga
budaya lokal. budaya lokal. « Cakupan Peserta KB

Aktif

s Cakupan peserta KB
MKIP
e Cakupan Pasangan

Usia Subur yang

isterinya di bawah usia

20 tahun
Pendayagunaan tenaga Pendayagunaan tenaga ¢ Rasio PPKBD e Masih kurangnya kualitas
penyuluh KB/petugas penyuluh KB/petugas ¢ Rasio PLKB dan kuantitas SDM
lapangan KB lapangan KB (PKB/PLKB). Tenaga Penyuluh KB
(PKB/PLKB).
Pengendalian dan Pengendalian dan « Persentase e Distribusi alokon belum
pendistribusian pendistribusian kebutuhan pemenuhan sesuai kebutuhan
kebutuhan alat dan obat alat dan obat kontrasepsi kebutuhan alat dan dikarenakan pengadaan
kontrasepsi serta serta pelaksanaan obat kontrasepsi alokon dan assement
pelaksanaan pelayanan pelayanan KB di Daerah kebutuhan berada di
KB di Daerah kabupaten/kota. SKPD lain (Dinkes)
kabupaten/kota.
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan e Cakupan KB Pria « Rendahnya partisipasi
peningkatan peran serta peningkatan peran serta laki-laki ber-KB
organisasi organisasi
kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan
pelayanan dan pelayanan dan pembinaan
pembinaan kesertaan kesertaan ber-KB.
ber-KB.

3 | Keluarga Pelaksanaan Pelaksanaan « Cakupan PUS Anggota | « Masih ditemukan J
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2016 -2021

melalui pembinaan
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

melalui pembinaan
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB

« Persentase kelompok
Usaha peningkatan
pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
aktif

UU 23 Tahun 2014 UU No 52 tahun Sintesa Kewenangan )
NO ™ Sub Urusan Kewenangan 2009 Indikator Permasalahan
Sejahtera pembangunan keluarga pembangunan keluarga Usaha peningkatan Keluarga PS dan KS I

peningkatan kualitas
anak dengan
pemberian akses
informasi, pendidikan,
penyuluhan, dan
pelayanan tentang
perawatan,
pengasuhan dan
perkembangan anak

peningkatan kualitas anak
dengan pemberian akses

informasi, pendidikan,
penyuluhan, dan
pelayanan tentang
perawatan, pengasuhan
dan perkembangan anak

Cakupan Anggota Bina
Keluarga balita (BKB)
yang ber-KB
Persentase BKB aktif

peningkatan kualitas
remaja dengan
pemberian akses
informasi, pendidikan,
konseling, dan
pelayanan tentang
kehidupan berkeluarga

peningkatan kualitas

remaja dengan pemberian

akses informasi,

pendidikan, konseling,
dan pelayanan tentang
kehidupan berkeluarga

Cakupan Anggota Bina
Keluarga Remaja
(BKR) yang ber-KB
Persentase BKR aktif

peningkatan kualitas
hidup lansia agar tetap
produktif dan berguna
bagi keluarga dan
masyarakat dengan
pemberian
kesempatan untuk
berperan dalam
kehidupan keluarga

peningkatan kualitas
hidup lansia agar tetap
produktif dan berguna
bagi keluarga dan
masyarakat dengan
pemberian kesempatan
untuk berperan dalam
kehidupan keluarga

Cakupan Anggota Bina
Keluarga Lansia (BKL)
yang ber-KB

¢ Persentase BK Lansia
aktif

o

Masih rendahnya upaya
pelayanan dan
pembinaan ketahanan.
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No

UU 23 Tahun 2014

Sub Urusan

Kewenangan

UU No 52 tahun
2009

Sintesa Kewenangan

peningkatan kualitas
lingkungan keluarga

peningkatan kualitas
lingkungan keluarga

Indikator

Pelaksanaan dan
peningkatan peran serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota
dalam pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga.

Pelaksanaan dan
peningkatan peran serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota
dalam pembangunan
keluarga melalui
pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga.

¢ Persentase kecamatan
memiliki fasilitas
pelayanan konseling
remaja

« Persentase Pusat
Informasi dan
Konseling (PIK) aktif

» Persentase
desa/kelurahan yang
memiliki Tribina
Keluarga Berencana

Permasalahan
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Lampiran 2D. Contoh Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana — Kabupaten/Kota

Konseling (PIK) aktif

. i ; : = Program
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Permendagri 13
1. Kecenderungan Mengendalikan Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia | Peningkatan Penyusunan Program Keluarga
meningkatnya laju Rata-Rata Usia Subur yang isterinya di Rata-Rata Usia kebijakan Berencana
angka pertumbuhan Kawin Pertama bawah usia 20 tahun Kawin Pertama | daerah dalam
pertumbuhan penduduk Perempuan Perempuan upaya
penduduk melalui KIE pengendalian
2. Tingginya Indikator penduduk
Unmetneed KB tujuan: pada usia kawin
Pertumbuhan perempuan
penduduk Meningkatnya Unmet Need KB Peningkatan Pengembangan | Program Pelayanan
penduduk yang ber kualitas sistem distribusi | Kontrasepsi
TFR (Total KB pelayanan KB alat kontrasepsi
Fertility Rate) sesuai
kebutuhan
masyarakat
Lemahnya upaya Meningkatkan Meningkatnya » Persentase Optimalisasi Pengembangan | Program penyiapan
pembinaan upaya keberdayaan desa/kelurahan yang peran model tenaga pendamping
ketahanan dan pembinaan keluarga dari balita memiliki Tribina kelembagaan kelembagaan kelompok bina keluarga
kesejahteraan ketahanan dan | sampai lansia Keluarga Berencana dalam ketahanan dan | Program pengembangan
keluarga kesejahteraan pembinaan kesejahteraan model operasional BKB-
Keluarga ketahanan dan | keluarga Posyandu-PADU
» Persentase Pusat kesejahteraan Program pengembangan
Informasi dan keluarga pusat pelayanan

informasi dan konseling
KRR
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Lampiran 5A. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak — Provinsi
Amanat Uu, Pp, DI
Uu Nomor "
Uu 23 UU Nomor| UU 13 uu UuU 24 uu uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang L., " | >4 Tahun| Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012| Tahun |Fermenda 7Tahun |, . ang| Indikator
Urusan | an 2004 2007 2003 | Buruh 2007  |Tahun 2000| Situasi | 2014 | 9% i g
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) w g
Kualitas |Pelembaga Ruang Pemerintah Pelembagaa |Persentase
Hidup an lingkup daerah n PD yang
Perempu | Pengarusut pengarusuta berkewajiba Pengarusuta |sudah
an amaan maan gender n menyusun maan mengarusuta |
Gender meliputi kebijakan, Gender ma gender
(PUG) pada seluruh program, (PUG) pada
lembaga perencanaan dan kegiatan lembaga
pemerintah ; pembangun pemerintah
tingkat penyusunan, an responsif tingkat
Daerah pelaksanaan, gender yang Daerah
Provinsi pemantauan, dituangkan Provinsi
dan evaluasi dalam
kebijakan Rencana
dan program Pembangun
pembanguna an Jangka
n nasional. Menengah
Daerah atau
RPIMD,
Rencana
Strategis
SKPD, dan
Rencana
Kerja SKPD.
Membentuk Penyusunan Persentase
dan/atau kebijakan, Program dan
menunjuk program, kegiatan
mekanisme dan kegiatan yang di
internal/unit pembangun PPRG kan
kerja/penang an responsif
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T [ Amanat Uu, Pp, DIl
| uu23 |UUNomor| UU13 uu uu 24 TSR el S cw..m.._._...._n.. Sintesa
Sub |Kewenang ..., | 21Tahun | Tahun | 6/2012 = Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun p 1984 | Kewenang | Indikator
Urusan |  an 2004 2007 2003 | Buruh 2007 |Tahun 2000| Situasi | 2014 | o o . (Pasansah | . ™
T_._.qu (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Kot | (UUER) an Cedaw
gung jawab gender
guna sebagaiman
kelancaran a dimaksud
pelaksanaan pada ayat
pengarusuta (D
maan gender dilakukan
di melalui
lingkunganny analisis
a gender.
Pemberday Pemberdaya @ Rata-rata
aan an Lama
perempuan perempuan | Sekolah
bidang bidang Laki-laki
politik, politik, « Rata-rata
hukum, hukum, Lama
sosial dan sosial dan | Sekolah
ekonomi ekonomi Perempuan
pada pada  Angka
organisasi organisasi Harapan |
kemasyarak kemasyarak | Hidup _
atan tingkat atan tingkat | perempuan |
Daerah Daerah » Angka
Provinsi Provinsi Harapan
Hidup Laki-
laki
e Persentase
perempuan
di lembaga
legislatif
e Persentase
Perempuan
sebagai
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Sub
Urusan

Amanat Uu, Pp, DIl

Kewenang
an

uu 23
Tahun
2004

PKDRT

UU Nomor

21 Tahun
2007

(Traficking)

uu 13

Tahun
2003

(Naker)

uu
6/2012
Buruh
Migran

uu 24

Tahun

2007
Bencana

Inpres 9
Tahun 2000

uu
7/2012
Situasi
Konflik

Uu 35

Tahun
2014

{(UUPA)

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor
7 Tahun
1984
(Pengesah
an Cedaw

Sintesa
Kewenang
an

Indikator

tenaga
Manager,
Profesional,
Administrasi,
Teknisi

» Persentase
Perempuan
sebagai
tenaga
Manager,
Profesional,
Administrasi,
Teknisi

e Persentase
pelaku
usaha
ekonomi
perempuan
e Sumbangan
pendapatan
pelaku
ekonomi
perempuan

Penguatan
dan
pengemban
gan
lembaga
penyedia
layanan

pemberday

Pembentukan
kelembagaan
PUG

Penguatan
dan
pengemban
gan
lembaga
penyedia
layanan
pemberdaya

Persentase
kelembagaan
PUG yang
terbentuk
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor
mor| UU13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
sub |Kewenang| Yaoo | | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 | 7/2012| Tahun Permard® | 7 Joga" | Kewenang | Indikator
Urusan an 2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000 m#:mm... 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran Bencana Konflik | (UUPA) A Cataa
an
wwﬂm.zncm: mmﬂmrﬂwcms
tingkat Umwa:
Wwomhﬂ”m Provinsi
i I: Perlindung |Perlindunga merintah Pencegah Menetapkan |Pencegahan e Pravelensi
perindun mmmmw%mwﬂm: Hmﬂﬂw_ﬂ._mm% an ﬁm:m@% n ﬁmzmomn mwm_.m: an Konflik perlindungan |kekerasan kekerasan
wwﬂmBUc HM%mamu program, kerja dari |kerja yang |menjadi hukum terhadap terhadap
an perempuan kegiatan, |pekerjaan |bekerja di |penanggung terhadap hak |perempuan | perempuan
ang dan terburuk luar negeri |jawab dalam perempuan e Prevalensi
w:m__cmﬁxm: mengalokasi penyelengga atas dasar perempuan
para pihak kan raan persamaan korban
lingkup anggaran penanggulan dengan . perdaganga
Daerah untuk gan _SE: laki- n orang
provinsi dan melaksanak bencana. laki, dan e Persentase
knizs o .__u.mwm_ . ﬂmﬁwiz quﬂmoaucm:
ncegahan anggung
WMMNM_M_E:\ mm: “ _.ms__mc. umz.__ac:om: mendapatka
kota penanganan Pemerintah bagi kaum n
' masalah dalam perempuan perlindunga
perdaganga penyelengga yang aktif n Umn_.m
n orang. raan terhadap situasi
penanggulan setiap bencana
gan bencana perilaku » Persentase
diskriminatif, perempuan
melalui yang
pengadilan mendapatka
nasional n
yang perlindunga
kompeten n pada
dan badan- situasi
badan konflik
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Sub
Urusan

Kewenang
an

Amanat Uu, Pp, DIl

Uu 23
Tahun
2004
PKDRT

UU Nomor
21 Tahun
2007
Traficking)

uu 13
Tahun
2003

(Naker)

uu
6/2012
Buruh
Migran

Uu 24

Tahun

2007
Bencana

Inpres 9
Tahun 2000

uu
7/2012
Situasi
Konflik

Uu 35
Tahun
2014

(UUPA)

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor
7 Tahun
1984
(Pengesah
an Cedaw

Sintesa

Kewenang

Indikator

— N, e

pemerintah
lainnya;

e Persentase
lansia
perempuan
yang
mendapatka
n layanan
program
pemberdaya
an
perempuan
e Persentase
perempuan
penyandang
disabilitas
yang
mendapatka
n layanan
pemberdaya
an
perempuan
e Persentase
buruh
migran
perempuan
bermasalah
yang
memperoleh
pelayanan

e Persentase
tenaga kerja
perempuan

yang

90



"

Renstra DP2KBP3A Kabupaten mmﬂm_c No‘__m -Nom;

Amanat Uu, Pp, DIl

Uu Nomor -
uu 23 UU Nomor| UU13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun __.-m_.a_M:nm 7 M ahun Kewenang | Indikator
Urusan | an 2004 2007 2003 | Buruh 2007 |Tahun 2000| Situasi | 2014 | o B0 | 0 e L e
PKDRT |((Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) (Pengesa
an Cedaw
mendapatka
n program |
pemberdaya
an i
Penyediaan |penyediaan |pencegahan Penyediaan e Persentase
layanan aparat, dan layanan rujukan
rujukan tenaga penanganan rujukan lanjutan
lanjutan kesehatan, |tindak lanjutan bagi
bagi pekerja pidana bagi perempuan
perempuan |sosial, dan |perdaganga perempuan | korban
korban pembimbing |n orang. korban kekerasan
kekerasan |rohani; m kekerasan yang
yang penyediaan | ditindaklanju
memerluka |ruang ” ti
n pelayanan » Persentase
koordinasi | khusus di _ kasus TPPO
tingkat kantor | yang telah
Provinsi kepolisian | diputuskan
dan lintas | memberikan w oleh
daerah perlindungan ” pengadilan
kabupaten/ |bagi _ (inkracht)
kota pendamping, _ » Perentase
saksi, _ korban
keluarga, ﬁ TPPO yang
dan teman mendapatka
korban. n pelayanan
di lembaga
layanan
Penguatan | pembuatan |membentuk | Penguatan | Persentase
dan dan gugus tugas dan lembaga
pengemban | pengembang | yang pengemban |layanan
| gan an sistem | beranggota gan perlindungan
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 201
Amanat Uu, Pp, DIl o
u Nomor 2
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu Uu 24 uu uu 35 P Sintesa |
cw.__.m_w._ xmi“.ﬁ:n Tahun | 21 Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres® | 7/2012 | Tahun wﬂﬁma_u 7 Joau | Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000| Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) an Cada i
lembaga |dan kan wakil- lembaga perempuan
penyedia mekanisme | wakil dari penyedia yang aktif
layanan kerja sama |pemerintah _m<m.:w:
perlindunga | program daerah, perlindunga
n pelayanan  |penegak I
perempuan |yang hukum, perempuan
tingkat melibatkan  |organisasi
Provinsi pihak yang | masyarakat,
mudah lembaga
diakses oleh |swadaya
korban; dan |masyarakat,
d. organisasi
memberikan |profesi, dan
perlindungan | peneliti/aka
bagi demisi.
pendamping,
saksi,
keluarga,
dan teman
korban.
Kualitas |Peningkatan Peningkatan |Persentase
Keluarga | kualtas kualitas hak anak
keluarga keluarga yang dapat
dalam dalam dipenuhi
mewujudka mewujudkan
n kesetaraan
kesetaraan gender (KG)
gender (KG) dan hak
dan hak anak
anak tingkat,
Daerah _
Provinsi dan |
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor .
uUu 23 UU Nomor| UU 13 uu Uu 24 uu uu 35 Sintesa
:«m::m”: xmi%.-.. i Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres 9 | 7/2012 | Tahun vm..“”:&w N“.MMM & Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000| Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT (Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) ah Cadnir
lintas
kabupaten/k
ota.
Penguatan Penguatan |Jumlah
dan dan lembaga
pengemban pengemban |penyedia
gan gan layanan
lembaga lembaga peningkatan
penyedia penyedia kualitas
layanan layanan keluarga
peningkatan peningkatan
kualitas kualitas
keluarga keluarga
dalam dalam
mewujudka mewujudkan
n KG dan KG dan hak
hak anak janak
yang |
wilayah g
kerjanya
lintas
Daerah _
kabupaten/k
ota.
Penyediaan Penyediaan
layanan layanan bagi
bagi keluarga
keluarga dalam
dalam mewujudkan
mewujudka KG dan hak
n KG dan anak
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i Amanat Uu, Pp, DI
Uu Nomor
Uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
c..m-".m_“._ i a i Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun vo.._mﬂ:nm NHMMM... Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000| Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT (Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) an Cedaw

hak anak “

yang

wilayah h

kerjanya __ |

lintas ; 7

kabupaten __

kota | -
Sistem | Pengumpul M Pengumpula | Persentase
Data an, ., n, PD yang ;
Gender | pengolahan ﬂ pengolahan, | memiliki
dan Anak |, analisis _ analisis dan |sistem data

dan , penyajian  |gender dan

penyajian | data gender |anak

data ﬂ dan anak

gender dan | dalam Persentase

anak dalam m kelembagaa |kabupaten/K

kelembagaa _ n data ota yang 7

n data _ telah |

ditingkat ! memiliki data

daerah , pilah gender ‘

provinsi | P _|
Pemenuh |Pelembaga ? membangun Pelembagaa |« Persentase
an Hak |an PHA kabupaten/k n PHA pada | kabupaten/ i
Anak pada » ota layak lembaga kota yang |
(PHA) lembaga , Anak pemerintah, | memiliki ;

pemerintah ‘ non minimal 2

, non ; pemerintah, | Forum 7

pemerintah ’ dan dunia Anak

, dan dunia , usaha dan Kecamatan

usaha 1 membangun | dan

tingkat u kabupaten/k | minimal 2

daerah | ota layak Forum |
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Sub
Urusan

Kewenang
an

Amanat Uu, Pp, DIl

Uu 23
Tahun
2004
PKDRT

UU Nomor
21 Tahun
2007
{Traficking)

uu 13
Tahun
2003

(Naker)

uu
6/2012
Buruh
Migran

uu 24

Tahun

2007
Bencana

Inpres 9
Tahun 2000

uu
7/2012
Situasi
Konflik

Uu 35

Tahun
2014

(UUPA)

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor

(Pengesah
an Cedaw

7 Tahun
1984

Sintesa
Kewenang
an

Indikator

provinsi

Anak

» Persentase

e Persentase

e Persentase

Anak
Desa/Kelur
ahan

kabupaten/
kota yang
memiliki
kebijakan
afirmatif
peningkata
n akte
kelahiran

Forum
Anak
Daerah
terlatih
sebagai
Pelopor
dan
Pelapor

dokumen
perencana
an daerah
yang
disusun
dengan
melibatkan
partisipasi
anak

memberikan

memberikan

» Persentase |
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Sub
Urusan

Amanat Uu, Pp, DIl

Kewenang
an

Uu 23
Tahun

UU Nomor
21 Tahun
2007

Uu 13
Tahun
2003

uu
6/2012
Buruh

uu 24
Tahun
2007

Tahun 2000

Inpres 9

uu
7/2012
Situasi

Uu 35
Tahun
2014

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor
7 Tahun
1984
(Pengesah

Sintesa
Kewenang
an

i

Indikator

(Traficking) (Naker) Konflik | (UUPA)

dukungan
sarana,
prasarana,
dan
etersediaan
sumber
daya
manusia
dalam
penyelengga
raan
Perlindunga
n Anak

& PKDRT Migran Bencana

an Cedaw

kota
kabupaten/
kota yang
memiliki
minimal 1
Ruang
Bermain
Ramah
Anak
(RBRA)
sesuai
standar

e Persentase
kabupaten/
kota yang
memiliki
minimal 1
Pusat
Informasi
Sahabat
Anak
(PISA) i
sesuai
standar

* Persentase
kabupaten/
kota yang
memiliki
Telepon
Sahabat
Anak

(TeSA) dan

dukungan
sarana,
prasarana,
dan
ketersediaan
sumber daya
manusia
dalam
penyelenggar
aan
Perlindungan
Anak
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor i
uu 23 UU Nomor | UU 13 uu Uu 24 uu uu 35 Sintesa
cw_".mﬂs xmi”.-__m:n Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun _umq“.M:nw 4 “.MMM:. Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000 Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) 9
an Cedaw N
berfungsi
» Presentase
kabupaten/
kota yang
memiliki
minimal 1
Pusat
Kreativitas
Anak (PKA)
sesuai
standar
menyediaka menyediakan | e Persentase
n fasilitas fasilitas dan kabupaten
dan menyelengga| /kota yang |
menyelengg rakan upaya | memiliki
arakan kesehatan minimal 2
upaya yang lembaga
kesehatan komprehensif| layanan
yang bagi Anak kesehatan
komprehensi agar setiap (Puskesma
f bagi Anak Anak s dan
agar setiap memperoleh | Rumah
Anak derajat Sakit)
memperoleh kesehatan sesuai
derajat yang optimal | standar
kesehatan sejak dalam
yang kandungan.
optimal
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor .
Sub e uu 23 UU Nomor| UU 13 uu Uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Urusan e mo..__ picd Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun vm..:_m:nm # “w“w—.: Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007  Tahun 2000, Situasi | 2014 | uuq,.:u 5 g an
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (uupa) | 87/ i g
an Cedaw
sejak dalam
andungan.
mengusahak mengusahaka| « Persentase
an agar n agar Anak | kabupaten
Anak yang yang lahir /kota yang
lahir terhindar dari| memiliki
terhindar penyakit yang Ruang ASI
dari mengancam | di3 area
penyakit kelangsungan, publik
yang hidup sesuai
mengancam dan/atau standar
kelangsunga menimbulkan
n hidup kecacatan
dan/atau
menimbulka melindungi
n kecacatan Anak dari
upaya
melindungi transplantasi
Anak dari organ
upaya tubuhnya
transplantasi untuk pihak
organ lain
tubuhnya
untuk pihak
lain )
menyelengg menyelengga | « Persentase
arakan rakan kabupaten/
pendidikan pendidikan kota yang
dasar dasar minimal  memiliki
minimal 9 9 (sembilan) | minimal 4
h (sembilan) tahun untuk | model
tahun untuk semua Anak.”| Sekolah
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu Uu 24 uu Uu 35 Sintesa
CW—”. m_w... xmi“._ b Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun vm..ﬂ“:am NHWMM: Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000 Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT (Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) 9
an Cedaw
semua Ramah
Anak.” memberikan | Anak (SRA)
kesempatan (SD, MI,
memberikan yang seluas- | SMP, MTs)
kesempatan luasnya sesuai
yang seluas- kepada Anak | standar
luasnya untuk
kepada memperoleh
Anak untuk pendidikan
memperoleh
pendidikan
Penguatan ¢ Persentase
dan kabupaten/
pengemban kota yang
gan memiliki
lembaga minimal 2
penyedia lembaga
layanan pengasuha
peningkata n alternatif
n kualitas ramah
hidup anak anak
tingkat sesuai
daerah standar 7
provinsi e Persentase
dan lintas kabupaten/ 7
daerah kota yang
kabupaten/ memiliki
kota minimal 1
Pusat
Pembelajar |
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021

Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor 3
Uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
S TR YR Tahun | 6/2012 | Tahun 7/2012 | Tahun noqu_m.au 7 Johan | Kewenang | Indikator
2004 2003 Buruh 2007 Tahun 2000, Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT (Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) g
an Cedaw
an
Keluarga
(PUSPAGA)
sesuai
standar
Perlindun |Pencegaha Perlindung Perlindun Pencegahan | e Persentase
gan n an anak gan anak- kekerasan anak
Khusus |kekerasan yang anak dari terhadap korban
Anak terhadap terpaksa daerah anak yang KDRT
anak yang bekerja. terjadinya melibatkan
melibatkan konflik para pihak
para pihak
lingkup
daerah
provinsi
dan lintas
daerah
kabupaten/
kota
Penyediaan kesempatan Penyediaan |e Persentase
layanan dan layanan bagi| anak yang
bagi anak aksesibilitas anak yang berhadapa
yang untuk memerlukan | n dengan
memerluka memperole perlindunga | hukum;
n h n khusus o g
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Amanat Uu, Pp, DII
Uu Nomor .
uu 23 UU Nomor| UU13 uu Uu 24 uu uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun voqim:nm NH.MMM: Kewenang | Indikator
R 2004 2007 2003 | Buruh 2007  |Tahun 2000  Situasi | 2014 | 8% (P |8
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) = nw._mi
perlindunga pendidikan
n khusus inklusif
yang dan/atau
memerluka pendidikan
n khusus
koordinasi
tingkat
daerah
provinsii
dan lintas
kabupaten
kota
memberika memberikan | e Persentase
n biaya biaya pekerja
pendidikan pendidikan anak
dan/atau dan/atau
bantuan bantuan
cuma-cuma cuma-cuma
atau atau
pelayanan pelayanan
khusus khusus bagi
bagi Anak Anak dari
dari Keluarga
| Keluarga kurang
| kurang mampu,
mampu, Anak
Anak Terlantar,
Terlantar, dan Anak
dan Anak yang
yang bertempat
bertempat tinggal di
tinggal di daerah
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor
Uu 23 UU Nomor | UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun vm::o.:am ’ MMMM: Kewenang | Indikator
Urusan s 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi | 2014 au\uu..._uuu (Fessaesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) an nMM it
daerah terpencil
terpencil -
perlindung perlindunga |e Rasio anak
an dari n dari tindak | korban
tindak Kekerasan kekerasan
Kekerasan fisik, psikis, | fisik
fisik, psikis, kejahatan dan/atau
kejahatan seksual, dan | psikis;
seksual, kejahatan
dan lainnya yang
kejahatan dilakukan
lainnya oleh
yang pendidik,
dilakukan tenaga
oleh kependidika
pendidik, n, sesama
tenaga peserta
kependidik didik,
an, sesama dan/atau
peserta pihak lain. i
didik,
dan/atau
pihak lain. ‘ 7
menyeleng menyelengg |« Persentase 7
garakan arakan Anak *
pemelihara pemeliharaa | Penyandan
an, n, g
perawatan, perawatan, Disabilitas;
dan dan
rehabilitasi rehabilitasi
sosial Anak sosial Anak
terlantar, terlantar, ) ;
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021
Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor .
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| .y hun | 21Tahun| Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 | 772012 | Tahun T 7 Johun | kewenang | Indikator
HEliban . 2004 2007 2003 | Buruh 2007  \Tahun 2000 Situasi =~ 2014 | o 9% PO R
PKDRT ((Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) v
baik di baik di _
dalam dalam
lembaga lembaga
maupun di maupun di
luar luar
lembaga lembaga
menetapka ¢ Persentase
n tempat Anak
penampun korban
gan, perlakuan
pemelihara salah dan
an, dan penelantar
perawatan an;
Anak
Terlantar
yang
bersangkut
an
Penguatan memberik Penguatan | e Persentase
dan an dan Lembaga
pengemban Perlindung pengemban | penyedia
gan an Khusus gan layanan
lembaga kepada lembaga bagi anak
penyedia Anak. penyedia yang
layanan layanan bagi| memerluka
bagi anak anak yang n
yang memerlukan | perlindung
memerluka perlindunga | an khusus
n n khusus yang _
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Amanat Uu, Pp, DIl

Uu Nomor

uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
:w:..m_w: xmimmn._usa Tahun | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012 | Tahun vﬁﬁ.m:% uuwm_u.. Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000| Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) Migran Bencana Konfiik | (UUPA) o i
perlindunga Sesuai
n khusus dengan
tingkat standar.
Cacrah « Persentase
Provinsi Kab/Kota
yang
mengemba
ngkan
Perlindung
an Anak
Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(PATBM) |
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Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran,
Perempuan dan Perlindungan Anak - Provinsi

Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan
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Lampiran 5C. Matrik Persandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak — Kabupaten/Kota

Amanat Uu, Pp, DII _
Uu Nomor L
uu 23 UU Nomor| UU13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
SUD. (Noweriong | tuhii |21 Tehoi | Toblin' - BiaDts Bl Inpres9 | 7/2012 | Tahun | Permenda 7 Jopan | Kewenang | Indikator \
Vragah () - o 2004 2007 2003 | Buruh 2007  |Tahun 2000| Situasi | 2014 mu\uuqo: gt | 0
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) 45 nmmwﬂ
Kualitas | Pelembaga u Ruang Pemerintah Pelembagaa |Persentase
Hidup an PUG f lingkup daerah n PUG pada |PD yang |
Perempu |pada ‘ pengarusuta berkewajiba lembaga sudah *
an lembaga _ maan gender n menyusun pemerintah | mengarusuta
pemerintah L meliputi kebijakan, tingkat ma gender
tingkat seluruh program, Daerah
Daerah ‘ perencanaan dan kegiatan kabupaten/k
kabupaten/ " i pembangun ota.
kota. A penyusunan, an responsif
pelaksanaan, gender yang |
W pemantauan, dituangkan
_ dan evaluasi dalam _
# kebijakan Rencana |
ﬁ dan program Pembangun |
m pembanguna an Jangka
_, n nasional. Menengah ,
ﬁ, Daerah atau _
RPIMD, ,.
‘ Rencana _
_, Strategis
m SKPD, dan _
_ Rencana |
_ Kerja SKPD. |
m
- |
| B A_
A Membentuk Penyusunan Penyusunan |Persentase |
b dan/atau kebijakan, kebijakan,  |Program dan
| menunjuk program, program, kegiatan g
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Amanat Uu, Pp, DII
Uu Nomor X
Uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun tn..a-.mm._um i “.—_WMM_: Kewenang | Indikator
Hiusan | on 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi | 2014 a&uuﬁu PR an
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) i nm%i
mekanisme dan kegiatan dan yang di
internal/unit pembangun kegiatan PPRG kan
kerja/penang an responsif pembangun
gung jawab gender an responsif
guna dilakukan gender
kelancaran melalui dilakukan
pelaksanaan analisis melalui
pengarusuta gender. analisis _
maan gender gender.
di
lingkunganny
a
Pemberday Pemberdaya » Rata-rata
aan an Lama
perempuan perempuan | Sekolah
bidang bidang Laki-laki
politik, politik, » Rata-rata
hukum, hukum, Lama
sosial dan sosial dan Sekolah
ekonomi ekonomi Perempuan
pada pada Angka
organisasi organisasi Harapan
kemasyarak kemasyarak | Hidup
atan tingkat atan tingkat | perempuan
Daerah Daerah » Angka
Kabupaten/ Provinsi Harapan
Kota Hidup Laki- \
laki
» Persentase |
perempuan
di lembaga g
legislatif |
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021

Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor

UU23 |UUNomor| UU13 uu UU 24 UU | uu3s Sintesa
b Kaweimeg . o LS e | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012| Tahun vm..“..m_.% uqunh__. Kewenang | Indikator

Urusan an ! .
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000/ Situasi 2014 an
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (uupa) | 67/2011 Mﬂmmmmwﬂ.

» Persentase
Perempuan
sebagai
tenaga
Manager,
Profesional,
Administrasi,
Teknisi

= Persentase
Perempuan
sebagai
tenaga
Manager,
Profesional,
Administrasi,
Teknisi

» Persentase
pelaku
usaha
ekonomi
perempuan
» Sumbangan
pendapatan
pelaku
ekonomi
perempuan

Penguatan Pembentukan Penguatan |Persentase
dan kelembagaan dan kelembagaan
pengemban PUG pengemban |PUG yang
gan gan terbentuk

lembaga % lembaga
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Amanat Uu, Pp, DII
Uu Nomor 3
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu Uu 24 uu uUu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun vm...:m:nm 7 Tahun Kewenang | Indikator
Urasan | - o 2004 2007 2003 | Buruh 2007  [Tahun 2000\ Situasi | 2014 | o 8% I 2954 s
PKDRT |(Traficking) (Naker) = Migran | Bencana Konflik | (UUPA) m:mmmn@“ﬂ |
penyedia penyedia
layanan layanan
pemberday pemberdaya
aan an
perempuan perempuan
tingkat tingkat
Daerah Daerah
Kabupaten/ Provinsi
kota L
Perlindun | Pencegahan membuat | Perlindung |Perlindunga | pemerintah Pencegah Menetapkan |Pencegahan s Pravelensi
gan kekerasan kebijakan, |antenaga |ntenaga |daerah an Konflik perlindungan |kekerasan | kekerasan
Perempu |terhadap program, kerja dari |kerja yang |menjadi hukum terhadap terhadap
an perempuan kegiatan, pekerjaan | bekerja di penanggung terhadap hak | perempuan perempuan
yang dan terburuk luar negeri |jawab dalam perempuan e Prevalensi
melibatkan mengalokasi penyelengga atas dasar perempuan
para pihak kan raan persamaan korban 7
lingkup anggaran penanggulan dengan perdaganga
Daerah untuk gan kaum laki- n orang |
Kabupaten/ melaksanak bencana. laki, dan  Persentase |
kota an Pasal 6 untuk perempuan |
pencegahan Tanggung menjamin yang _
dan jawab perlindungan mendapatka
penanganan Pemerintah bagi kaum n
masalah dalam perempuan perlindunga
perdaganga penyelengga yang aktif n pada _
n orang. raan terhadap situasi
penanggulan setiap bencana |
gan bencana perilaku » Persentase
diskriminatif, perempuan
melalui yang
pengadilan mendapatka
nasional _ n._ |
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Sub
Urusan

Kewenang

Amanat Uu, Pp, DIl

uu 23
Tahun
2004

PKDRT

(Traficking)

UU Nomor
21 Tahun
2007

Uuu 13
Tahun

2003

(Naker)

uu
6/2012
Buruh

Migran

uu
7/2012
Situasi
Konflik

uu 24

Tahun

2007
Bencana

Inpres 9
Tahun 2000

Uu 35
Tahun
2014

(UupPa)

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor
7 Tahun
1984
(Pengesah
an Cedaw

Sintesa

Kewenang

an

e

Indikator

yang
kompeten
dan badan-
badan
pemerintah
lainnya;

perlindunga
n pada
situasi
konflik

e Persentase
lansia
perempuan
yang
mendapatka
n layanan
program
pemberdaya
an
perempuan

e Persentase
perempuan
penyandang
disabilitas _
yang
mendapatka
n layanan
pemberdaya
an
perempuan

» Persentase
buruh
migran
perempuan
bermasalah
yang |

memperoleh
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Amanat Uu, Pp, DI
Uu Nomor
Uu 23 UU Nomor | UU 13 uu Uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| yahun | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012| Tahun .uaqa.w.an 7 fobun | Kewenang | Indikator
Hptyan | & an 2004 2007 2003 Buruh 2007  |Tahun 2000 Situasi | 2014 | umﬁu = 294 ; an
PKDRT (Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) / (Pengesa
an Cedaw
pelayanan |
e Persentase
tenaga kerja
perempuan
yang
mendapatka
n program
pemberdaya
an ]
Penyediaan |penyediaan |pencegahan Penyediaan # Persentase
layanan aparat, dan layanan rujukan
rujukan tenaga penanganan rujukan lanjutan
lanjutan kesehatan, |tindak lanjutan bagi
bagi pekerja pidana bagi perempuan
perempuan |sosial, dan |perdaganga perempuan | korban
korban pembimbing |n orang. korban kekerasan
kekerasan |rohani; kekerasan yang
yang penyediaan ditindaklanju
memerluka |ruang ti
n pelayanan e Persentase
koordinasi |khusus di kasus TPPO
tingkat kantor yang telah
kabupaten/ |kepolisian diputuskan
kota memberikan oleh
perlindungan pengadilan
bagi (inkracht) |
pendamping, e Perentase i
saksi, korban
keluarga, TPPO yang
dan teman mendapatka
korban. n pelayanan
di lembaga |

111



o “

_ | _ _ nm:m:m D_um_xmnwb, Kabupaten mm_.m.c _ mc\_.m ,wowmﬁ

Amanat Uu, Pp, DIl _

Uu Nomor
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
g RN Yabun. | ai vn | Yahin | 61501 Tehun | Inpres9 |7/2012 | Tahun |Permenda | 7 198 | Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000/ Situasi 2014 67 unonu an
PKDRT ((Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (uupa) | 67/ (Pengesah
an Cedaw
‘ | layanan
Penguatan | pembuatan |membentuk _ Penguatan |Persentase
dan dan gugus tugas dan lembaga
pengemban | pengembang | yang pengemban |layanan
gan an sistem beranggota gan perlindungan
lembaga dan kan wakil- lembaga perempuan
penyedia |mekanisme |wakil dari penyedia yang aktif
layanan kerja sama |pemerintah layanan
perlindunga | program daerah, perlindunga
n pelayanan penegak n
perempuan |yang hukum, perempuan _
tingkat melibatkan  |organisasi |
daerah pihak yang | masyarakat,
Kabupaten/  mudah lembaga
kota diakses oleh |swadaya _
korban; dan |masyarakat,
d. organisasi
memberikan | profesi, dan
perlindungan | peneliti/aka
bagi demisi.
pendamping,
saksi,
keluarga,
dan teman \
korban. W

Persentase
hak anak

Peningkatan
kualitas

Kualitas |Peningkatan
Keluarga |kualtas

keluarga keluarga yang dapat
dalam dalam dipenuhi
mewujudka mewujudkan

n » kesetaraan

kesetaraan gender (KG) - |




Renstra DP2KBP3A Kabupaten mmqm._._ mo.__m -momu_

Amanat Uu, Pp, DI

Uu Nomor
uu 23 UU Nomor | UU13 uu uu 24 uu uUu 35 Sintesa
cw."_mw__ Kewenang| rahun | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012 | Tahun vﬂﬂu.au 7 T | Kewenang | Indikator
2004 2007 2003 Buruh 2007 Tahun 2000| Situasi 2014 67/2011 | (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) il nm%s
gender (KG) dan hak
dan hak anak
anak tingkat
Daerah
kabupaten/k|
ota.
Penguatan Penguatan |Jumlah
dan dan lembaga
pengemban pengemban |penyedia
gan gan layanan
lembaga lembaga peningkatan
penyedia penyedia kualitas
layanan layanan keluarga
peningkatan peningkatan
kualitas kualitas
keluarga keluarga
dalam dalam
mewujudka mewujudkan
n KG dan KG dan hak
hak anak anak
yang
wilayah
kerjanya
dalam
daerah
kabupaten/k
ota.
Penyediaan Penyediaan
layanan layanan bagi
bagi keluarga
keluarga dalam
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Bera

2016 -2021
Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor
uu 23 UU Nomor | UU 13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
Suly [BeweHNg Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres 9 | 7/2012 | Tahun vo_..:ow:nn 7EEen Kewenang | Indikator
TN ) an 2004 2007 2003 | Buruh 2007 | Tahun 2000| Situasi | 2014 | . 9% b ot U
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) (Pengesa
an Cedaw
dalam mewujudkan
mewujudka KG dan hak
n KG dan anak
hak anak
yang
wilayah
kerjanya
dalam
kabupaten
kota )
Sistem Pengumpul Pengumpula | Persentase
Data an, n, PD yang
Gender |pengolahan pengolahan, | memiliki
dan Anak |, analisis analisis dan |sistem data
dan penyajian gender dan
penyajian data gender |anak
data dan anak
gender dan dalam
anak dalam kelembagaa
kelembagaa n data
n data
ditingkat
daerah
kabupaten/
kota
Pemenuh | Pelembaga membangun Pelembagaa | Tingkat
an Hak |an PHA kabupaten/k n PHA pada | capaian
Anak pada ota layak lembaga Kota Layak
(PHA) lembaga Anak pemerintah, = Anak
pemerintah non e Persentase
, hon pemerintah, | Forum
pemerintah dan dunia Anak
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021

Sub
Urusan

Kewenang
an

Amanat Uu, Pp, DIl

Uu 23
Tahun
2004
PKDRT

UU Nomor

21 Tahun
2007

(Traficking)

Uu 13
Tahun
2003

(Naker)

uu
6/2012
Buruh
Migran

Uu 24

Tahun

2007
Bencana

Inpres 9
Tahun 2000

uu
7/2012
Situasi
Konflik

Uu 35

Tahun
2014

(UUPA)

Permenda
gri
67/2011

Uu Nomor
7 Tahun
1984
(Pengesah
an Cedaw

Sintesa
Kewenang
an

Indikator

, dan dunia
usaha
tingkat
daerah
kabupaten/
kota

usaha dan
membangun
kabupaten/k
ota layak
Anak

Kecamatan
dan
minimal 2
Forum
Anak
Desa/Kelur
ahan

* Persentase |
kabupaten/
kota yang
memiliki
kebijakan
afirmatif
peningkata
n akte
kelahiran

e Persentase
Forum
Anak A
Daerah
terlatih
sebagai
Pelopor
dan
Pelapor

» Persentase |
dokumen
perencana
an daerah
yang
disusun
dengan
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor
uu 23 UU Nomor, UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang Tahun 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun _um_..:M:am QMWMM.: Kewenang | Indikator
Urusan o 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000/ Situasi | 2014 mEmnEu (Pegosah an
PKDRT ((Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) an nﬂnwi
melibatkan
partisipasi
anak
memberikan memberikan | e Persentase
dukungan dukungan Ruang
sarana, sarana, Bermain
prasarana, prasarana, Ramah
dan dan Anak
ketersediaan ketersediaan | (RBRA)
_ sumber sumber daya | sesuai
| daya manusia standar
manusia dalam e Jumlah
dalam penyelenggar Pusat
penyelengga aan Informasi
raan Perlindungan | Sahabat
Perlindunga Anak Anak
n Anak (PISA)
sesuai
standar
¢ Jumlah
Telepon
Sahabat
Anak
(TeSA)
yang
berfungsi
e Jumlah
Pusat
Kreativitas
Anak (PKA)
sesuai
standar
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Renstra DP2KBP3A Kabupaten Berau | 2016 -2021

Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor :
uu 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| ranun | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012 | Tahun |PeMenda | 7TaBMR | yewenang  Indikator
Urusan:) . . &0 2004 2007 2003 | Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi | 2014 | o T (Pengesah | "
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) oo i

menyediaka menyediakan | » Persentase
n fasilitas fasilitas dan lembaga
dan menyelengga | layanan
menyelengg rakan upaya | kesehatan
arakan kesehatan (Puskesma
upaya yang s dan
kesehatan komprehensif| Rumah
yang bagi Anak Sakit)
komprehensi agar setiap sesuai
f bagi Anak Anak standar
agar setiap memperoleh
Anak derajat
memperoleh kesehatan
derajat yang optimal
kesehatan sejak dalam
yang kandungan.
optimal
sejak dalam
kandungan.
mengusahak mengusahaka| e Persentase
an agar n agar Anak | Ruang ASI
Anak yang yang lahir di area .
lahir terhindar dari| publik
terhindar penyakit yang sesuai
dari mengancam | standar
penyakit kelangsungan
yang hidup
mengancam dan/atau
kelangsunga menimbulkan
n hidup kecacatan
dan/atau
menimbulka melindungi -;
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor r
2 UU Nomor | UU 13 uu Uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang .—_.._%_Ew. 21 Tahun | Tahun 6/2012 Tahun Inpres9 | 7/2012 | Tahun —..m..-:.w:am NHMMME Kewenang | Indikator
Urusan i 2004 2007 2003 Buruh 2007 | Tahun 2000 Situasi | 2014 ouwmﬁp PR e an
PKDRT |(Traficking) (Naker) Migran Bencana Konflik | (UUPA) an Cedi
n kecacatan Anak dari
upaya
melindungi transplantasi
Anak dari organ
upaya tubuhnya
transplantasi untuk pihak
organ lain
tubuhnya
untuk pihak
lain
menyelengg menyelengga |« Jumlah
arakan rakan Sekolah
pendidikan pendidikan Ramah
dasar dasar minimal| Anak (SRA)
minimal 9 9 (sembilan) | (SD, MI,
(sembilan) tahun untuk | SMP, MTs)
tahun untuk semua Anak.” sesuai .
semua standar
Anak.” memberikan
kesempatan
memberikan yang seluas-
kesempatan ﬁ_mm:ﬁ
yang seluas- epada Anak
luasnya untuk
kepada memperoleh
Anak untuk pendidikan
memperoleh
pendidikan
Penguatan  Persentase
dan lembaga
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Amanat Uu, Pp, DII
Uu Nomor
uu 23 UU Nomor| UU13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| i, | 31Tahun| Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012 | Tahun | PEMeNda | 7Tabun | yepenang | Indikator
Urusan | an 2004 2007 | 2003 | Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi | 2014 | O | 1984 an
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) / (Pengesah
an Cedaw
pengemban pengasuha
gan n alternatif
lembaga ramah
penyedia anak
layanan sesuai
peningkata standar
n kualitas ¢ Jumlah
hidup anak Pusat
tingkat Pembelajar
daerah an
provinsi Keluarga
dan lintas (PUSPAGA)
daerah sesuai
kabupaten/ standar
kota |
Perlindun | Pencegaha Perlindung Perlindun Pencegahan | e Persentase
gan n an anak gan anak- kekerasan | anak
Khusus | kekerasan yang anak dari terhadap korban
Anak terhadap terpaksa daerah anak yang KDRT
anak yang bekerja. terjadinya melibatkan
melibatkan konflik para pihak
para pihak
lingkup
daerah
provinsi
dan lintas
daerah
kabupaten/
kota
Penyediaan kesempata Penyediaan |e Persentase
layanan n dan layanan bagi| anak yang
bagi anak aksesibilita anak yang berhadapa
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Amanat Uu, Pp, DI
Uu Nomor 5
uu 23 UU Nomor | UU13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| g pun | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 | 7/2012 | Tahun |PEMENda| 7TAMN | yewenang | Indikator
Urusan an 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi 2014 mi...nﬁu (Pengesah an
PKDRT |(Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) il nﬂami
yang s untuk memerlukan | n dengan
memerluka memperole perlindunga | hukum;
n h n khusus
perlindunga pendidikan
n khusus inklusif
yang dan/atau
memerluka pendidikan
n khusus
koordinasi
tingkat
daerah
provinsii
dan lintas
kabupaten
kota
memberika memberikan |« Persentase
n biaya biaya pekerja
pendidikan pendidikan anak
dan/atau dan/atau
bantuan bantuan
cuma-cuma cuma-cuma
atau atau
pelayanan pelayanan
khusus khusus bagi
bagi Anak Anak dari
dari Keluarga
Keluarga kurang
kurang mampu,
mampu, Anak
Anak Terlantar,
Terlantar, dan Anak
dan Anak yang
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Amanat Uu, Pp, DIl
Uu Nomor i
U 23 UU Nomor| UU 13 uu uu 24 uu Uu 35 Sintesa
Sub | Kewenang F_E: 21 Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 |7/2012 | Tahun | P ozsm.an uquuna Kewenang | Indikator
ol BRI 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000 Situasi | 2014 mu\ﬂo: i i, an
i Migran Bencana Konflik | (UUPA) shgesd
PKDRT |(Traficking) (Naker) g an Cedaw
yang bertempat
bertempat tinggal di
tinggal di daerah
daerah terpencil
terpencil
perlindung perlindunga |e Rasio
an dari n dari tindak | kekerasan
tindak Kekerasan anak
Kekerasan fisik, psikis, korban
fisik, psikis, kejahatan kekerasan
kejahatan seksual, dan | fisik
seksual, kejahatan dan/atau
dan lainnya yang | psikis;
kejahatan dilakukan
lainnya oleh
yang pendidik,
dilakukan tenaga
oleh kependidika
pendidik, n, sesama
tenaga peserta
kependidik didik,
an, sesama dan/atau
peserta pihak lain.
didik,
dan/atau
pihak lain.
menyeleng menyelengg
garakan arakan
pemelihara pemeliharaa
an, n,
perawatan, perawatan,
dan dan
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Uu Nomor -
uu 23 UU Nomor| UU13 uu uu 24 uu uu 35 Sintesa
Sub |Kewenang| .y | 21Tahun | Tahun | 6/2012 | Tahun | Inpres9 | 7/2012 | Tahun | PerMendal 7 Tabun | yepenang | Indikator
Uitigen " 2004 2007 2003 Buruh 2007 |Tahun 2000/ Situasi | 2014 a!umot i an
PKDRT (Traficking) (Naker) | Migran | Bencana Konflik | (UUPA) & nwnuz

yang memerlukan | perlindung

memeriuka perlindunga | an khusus

n n khusus yang

perlindunga sesuai

n khusus dengan

tingkat standar.

daerah » Persentase

Provinsi Kab/Kota
yang
mengemba
ngkan
Perlindung
an Anak
Terpadu
Berbasis
Masyarakat
(PATBM) |

Amanat Uu, Pp, DIl

ia
[
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Lampiran 5B. Matrik Persandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak — Kabupaten/Kota

Gender (IDG) relatif
rendah

« Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi
untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di

No Permasalahan Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 e Indeks o Indeks Meningkatkan |a. Meningkatnya » Menyusun, ~mereview, mengharmonisasikan, | Peningkatan KKG dengan

Pemberdayaan Pemberdayaan kesetaraan capaian indeks | dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan | fokus pada penguatan
Gender (IPG) | Gender (IPG) | gender dalam pembangunan kebijakan  pelaksanaan  pengarusutamaan | kelembagaan
meningkat namun | setiap tahun | pembangunan gender gender di daerah. pengarustamaan  gender,
relatif rendah | meningkat » Meningkatkan pemahaman dan komitmen | penyusunan PPRG dan
dibandingkan namun masih pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha | pendampingan
kondisi ideal | relatif  rendah dan media massa tentang pentingnya | implementasi PPRG.
sebesar 100. a&mq&:orm:. pengintegrasian  perspektif gender dalam

e Angka Harapan | kondisi ideal pembangunan di berbagai bidang.
Hidup perempuan | sebesar 100. « Melakukan  pendampingan  teknis  dalam
:.”.._mmﬁ . rendah p Indeks penyusunan program, kegiatan dan anggaran
Q_Umza_:a.xm: Pemberdayaan yang responsif gender pada perangkat daerah
daerah lain. Gender  (IDG) melalui  pelaksanaan  Perencanaan  dan

» Rata-rata _mz,._.m angkanya  lebih Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
sekolah relatif | rendah « Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah
rendah dibandingkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi
dibandingkan daerah lain atau laksanaan PUG
daerah lain. dibawah rata-rata pe »y : )

L Trdeks provinsi dan atau e Memperkuat sistem um:.<ma_mm9 pemutakhiran,
Pemberdayaan nasional. dan pemanfaatan data pilah gender

dibandingkan | tingkat daerah.

kondisi ideal dan b. Meningkatnya » Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk | « Peningkatan peran

daerah lain. capaian indeks | perempuan dari kelompok marginal dan rentan, perempuan dalam
e Keterlibatan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk berbagai tahapan dan

perempuan di gender sebagai kader atau calon anggota legislatif, proses pembangunan di

lembaga legislatif serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif | semua bidang.

relatif rendah, dan yudikatif. « Peningkatan

terlihat dari rasio  Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada | keberdayaan perempuan

Keterwakilan kelompok masyarakat melalui pemberian dalam pengelolaan

perempuan  dalam pelatihan keterampilan dan bantuan alat. ekonomi rumah tangga

parlemen. dengan  fokus pada
» Kesenjangan

=
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No Permasalahan Isu Strategis Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
pendapatan antara UMKM perempuan.
laki-laki dan
perempuan
tergolong tinggi,
terlihat dari
pendapatan  yang
diperoleh penduduk
laki-laki dan
penduduk
perempuan.

2 Tingginya kasus » Tingginya kasus | Meningkatkan |a. Berkurangnya kasus |e Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan | Peningkatan  pencegahan
kekerasan terhada kekerasan kualitas kekerasan terhadap mengkoordinasikan berbagai kebijakan | terjadinya kekerasan
perempuan, ﬁm_.__:m_m terhadap perlindungan perempuan termasuk | perlindungan perempuan dari berbagai tindak | terhadap perempuan
dari jumlah kasus | perempuan, hak TPPO kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. termasuk Tindak Pidana
kekerasan terhadap | terlihat dari | perempuan. o Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat | Perdagangan Orang
perempuan dan | jumlah kasus penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha
jumlah kasus KDRT. | kekerasan tentang pencegahan dan penanganan tindak
Perempuan banyak | terhadap ' kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
menjadi obyek | perempuan dan
pornografi, jumiah kasus . Meningkatnya o« Memperkuat mekanisme kerjasama antara | Penguatan lembaga
menjadikan KDRT. kualitas penanganan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga | penyedia layanan
perempuan  sangat kasus kekerasan layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam | perlindungan korban
rentan  terhadap terhadap perempuan | pencegahan dan penanganan tindak kekerasan | kekerasan dan
kekerasan. termasuk TPPO terhadap perempuan termasuk TPPO., perdagangan orang
Rendahnya s Meningkatkan  kualitas lembaga layanan | dengan  fokus  pada
perlindungan termasuk SDM yang melayani perempuan | penanganan wilayah on
Hml.dmamu tenaga korban kekerasan, yang mencakup layanan | the spot.

_Am.am dan  buran pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
B_D_.m.: RGPS sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta
ditunjukkan dengan _ p int ¢t
terjadinya  kasus- pemulangan dan reintegrasi sosial. .
kasus perlakuan o Memulihkan  perempuan  korban  tindak
buruk terhadap xmxmqmmm: Hmﬁ:m.amu .um_.mgucm: termasuk TPPO
buruh migran. untuk reintegrasi sosial.
Belum optimalnya
peran kelembagaan
perlindungan _ hak
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